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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Ruang Lingkup Sertifikasi : PHPL pada IUPHHK-HA
Jenis Kegiatan Penilaian/Audit : Audit Khusus

1. IDENTITAS LPPHPL

oo

Nama LPPHPL
Nomor Akreditasi KAN

c. Alamat Kantor

d. Telepon

Email

e. Penanggung Jawab
LPPHPL

f.  Standar Acuan Audit
yang Digunakan

g. Susunan Tim Audit

PT Trustindo Prima Karya

LPPHPL-019-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com

Ir Kurnia, IPU

PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima
Karya (Rev.M 05/01/2019)

i. Management
Representatif

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit
1. Ir Wasis Kuncoro Eksternal Auditor PHPL bid. Sosial merangkap
Ketua Tim Audit
2. Ir Harijadi Internal Auditor PHPL bid. Prasyarat
3. Hartati Saat, S.Si Eksternal Auditor PHPL bid. Ekologi
4. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut Eksternal Auditor PHPL bid. Produksi & VLK Hutan
h. Tim Pengambil Keputusan :
No. Nama Status Posisi/Jabatan
1. Ir Kurnia, IPU Internal Ketua
2. Ir Rudy Setyawan Internal Anggota
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen PT Panambangan
b. Alamat Kantor JI Kapten P. Tendean No. 39 RT. 002 RW. 003 Kel. Kuningan Barat Kec.
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
c. Jenis Izin Usaha IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
d. SKIUPHHK-HA No. SK.411/Menhut-11/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
e. Luas Areal IUPHHK-HA 43.240 Hektar
f. Lokasi Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
g. Email panambanganpt@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan - Komasaris Utama : Ratna Rosilawati Kadarisman

- Komisaris : Hermawan Budi T.
Direktur Utama : Ir. Nunuk Wisnuardi
Direktur : Sugiri, SE

Darnawi, S.Hut
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3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis Samarinda, Dilakukan kepada :
dengan Instansi 14 Juni 2019 1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
Kehutanan sebelum ke diterima oleh Bpk. Imon, S.Hut, MP
lapangan jabatan Plt. Ka. Sub Bag. Umum.
2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Kasi
PEPHP.
Perjalanan Kedatangan 14 Juni 2019 Samarinda — Base Camp KM 86

PT Panambangan (melalui darat)

Pertemuan Pembukaan

Base Camp KM 86
PT Panambangan,
15 Juni 2019

Ketua Tim Audit menyampaikan/
mengkonfirmasi persetujuan hal-hal yang
terkait dengan instrument audit, antara lain
meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
Ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan penilaian yang
digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan

Basecamp KM 86
dan

Areal IUPHHK-HA
PT Panambangan,

15— 18 Juni 2019

Personil auditor sesuai ruang lingkup
auditnya melakukan pengumpulan data
melalui tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen dan kinerja PHPL pada 1
(satu) tahun terakhir serta menganalisa
kesesuaiannya, meliputi kriteria audit :

Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK
Hutan.
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Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan

Basecamp KM 86
PT Panambangan,
18 Juni 2019

Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan
temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Perjalanan Kepulangan

19 Juni 2019

Base Camp KM 86 PT Panambangan —
Samarinda (melalui darat)

Koordinasi Teknis
dengan Instansi
Kehutanan sesudah dari
lapangan

Samarinda,
20 Juni 2019

Dilakukan kepada :

1. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur
diterima oleh Ibu Hj. Kasmiyati, M.Si
jabatan Kasi PTH.

2. BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh
Bpk. Antonci Leo jabatan Kasi P3HP.

Pengambilan Keputusan
Audit Khusus

Samarinda,
11 Juli 2019

a. PT Panambangan dinyatakan LULUS
penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HA
dengan predikat SEDANG (74,24%)tanpa
verifier bobot Dominan (D) bernilaiBuruk
dan MEMENUHI standar VLK.

b. Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (S-PHPL) PT Panambangan dapat
diaktifkan kembali sesuai masa berlaku,
predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.
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HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1
Kepastian Kawasan Pemegang I[UPHHK-HA
NO VERIFIER PENYUSUN BOBOT NILAI
INDIKATOR KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. CD Baik Pada periode audit Penilikan Ke-1 diketahui bahwa

Ketersediaan dokumen legal
dan administrasi tata batas
(PP, SK IUPHHK-HA, Buku
TBT, Peta TBT)

ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata
batas di kantor lapangan PT PANAMBANGAN (di Base
Camp KM 86) tidak ada perubahan yaitu untuk
dokumen legal lengkap dan administrasi tata batas
sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas
belum mencapai 100 % (temu gelang).

Tersedia dokumen legal tersebut meliputi :

1.

Akte Pendirian PT. PANAMBANGAN Nomor : 9
tanggal 16 Januari 1970 oleh Notaris R.
Moeljatmo, SH dan Pengesahan Menteri
Kehakiman RI No JA 5/30/3 tanggal 26 Maret
1970;

Akte Perubahan (terakhir) Nomor : 9 tanggal10
Januari 2019 oleh Notaris H. Teddy Anwar, SH. Sp
N. yang telah didaftarkan ke Menhukam RI sesuai
Nomor Surat : AHU-AH.01.03-0073222, dengan
susunan pengurus perusahaan sebagai berikut :

e Direktur Utama: Tn. Nunuk Wisnuardi

e Direktur : Tn. Sugiri

e Komisaris Utama : Ny. Ratna Rosilawati
Kadarisman

e  Komisaris : Tn. Hermawan Budi

SK. AMDAL/RKL/RPL yang disetujui oleh Komisi
Pusat AMDAL Departemen Kehutanan,
246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995;
SK.IUPHHK-HA atas nama PT PANAMBANGAN
Seluas = 43.240 Ha di Kabupaten Kutai Timur
yang dilengkapi Peta Areal Kerja Skala 1

100.000, yang ditandatangani oleh Menteri
Kehutanan Muhammad Prakosa tanggal 18
Oktober 2004 dan Stempel Menteri Kehutanan RI;
SK. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2013-
2022 yang telah disetujui dan disahkan Menteri
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NO VERIFIER PENYUSUN BOBOT NILAI
INDIKATOR KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan
Nomor: SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21
Desember 2012 beserta lampirannya. SK
ditandatangani oleh Direktur Bina Usaha Hutan
Alam Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc NIP 19600106
198703 1 001 dan dilengkapi 2 lembar Peta
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB;

Terdapat izin jalan koridor sepanjang 79.658,71
Meter  berdasarkan Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nonor : 503/K.60/2007 tanggal
28 Februari 2007 tentang Pemberian Izin
Penggunaan  Koridor AN. IUPHHK PT
Panambangan Melalui Areal Kerja PT Segara
Indochem (AFD. Segara Timber), Eks PT
Sangkulirang dan Kawasan Budidaya Non
Kehutanan (KBNK) Wilayah Kabupaten Kutai
Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Terdapat izin jalan koridor sepanjang 63.386,04
Meter berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
dan Pengukuran Rencana Persetujuan
Penggunaan Koridor IUPHHK-HA PT
PANAMBANGAN Melalui Areal Kerja IUPHHK-HT
PT Sumalindo Alam Lestari Il, IUPHHK-HA PT
Kedungmadu Tropical Wood, Kawasan Hutan (HP
dan HPT) dan IUPHHK-HA PT Segara Indochem
di Wilayah Kabupeten Kutai Timur Provinsi
Kalimantan Timur.

Tersedia dokumen administrasi tata batas yang

meliputi :

1.

Laporan Tata Batas Nomor :52 Tahun 1975,
Pemacangan dan Pengukuran Antara Batas Areal
HPH PT Georgia Pacific Indonesia / PT Kiani
Lestari — PT Panambangan - PT Astrini — PT
Porodisa, Daerah Sungai Bengalun Propinsi
Kalimantan Timur;

Laporan Tata Batas Nomor : 124 Tahun 1977,
Pemancangan dan Pengukuran Batas
Persekutuan Areal HPH PT Segara Timber — PT
Panambangan Propinsi Kalimantan Timur;
Laporan Tata Batas Nimor :03/IV-2/Can/DR/1994
Tahun 1994, Laporan Tata Batas Hutan Lindung
Lembok Hulu S. Keraitan Propinsi Kalimantan
Timur;

Berita Acara Pemeriksaan Batas Fungsi Hutan :
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NO

VERIFIER PENYUSUN
INDIKATOR

BOBOT

NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kawasan Lindung Gunung Kulat Tahun 1993;

5. Berita Acara Tata Batas Fungsi Hutan Lindung
Gunung Gergaji Tahun 20083;

6. Laporan Tata Batas No.Lap/39/BPKH-IV-2/2014,
Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT
Multi Kusuma Cemerlang (d/h PT Barito Pasific
Timber Unit Bengalon) dan Batas Persekutuan
dengan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari, IUPHHK-HA
PT Panambangan; IUPHHK-HTI PT Cahaya Mitra
Wiratama dan IUPHHK-HTI PT Kelawit Wana
Lestari;

Dokumen administrasi tata batas diatas merupakan

laporan tata batas persekutuan dan batas fungsi hutan

lindung atau sendiri ((UPHHK-HA PT Panambangan)
yang sudah berumur lebih 5 (lima) tahun, sehingga
berdasarkan Permenhut Nomor : P.43/Menhut-11/2013
tanggal 19 Agustus 2013 wajib dilakukan
pemeliharaan batas atau rekonstruksi oleh pemegang

izin usaha (PT Penambangan).

1.1.2.

Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB)

Sedang

Pada audit penilikan ke-1 upaya PT PANAMBANGAN
untuk melaksanakan penataan batas areal kerja
sampai TEMU GELANG belum terrealisasi secara fisik,
namun terdapat upaya perusahaan selama 1 (satu)
tahun terakhir yaitu memproses Pedoman Tata Batas
atau Rencana Penataan Batas hingga disahkan oleh
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Caq.
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
Hutan (Ir. Irmansyah Rachman/NIP. 19610415 198903
1 005) dengan Nomor : 51/KUH-2/RPBAPP-IUPHHK-
HA/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Rencana
Penataan Batas IUPHHK-HA PT Panambangan dan
Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Segara
Indochem, IUPHHK-HTI PT Kelawit Wana Lesatari,
IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang, IUPHHK-
HTlI PT Cahaya Mitra Wiratama dan IUPHHK-HA PT
Kiani Lestari, Kabupaten Kutai Timur Provinsi
Kalimantan Timur.

Sehingga dengan demikian verifier 1.1.2 pada periode
penilikan ke-1 belum ada perubahan atau berubah
menjadi BAIK karena realisasi penataan Batas areal
kerja. PT PANAMBANGAN belum 100 % (TEMU
GELANG), walaupun sudah pernah ada pertemuan
Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja
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NO

VERIFIER PENYUSUN
INDIKATOR

BOBOT

NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

IUPHHK-HA PT Penambangan yang sudah disahkan
tersebut di BPKH Wilayah IV Samarinda tanggal 14
Februari 2019 dengan menghadirkan para pihak
(termasuk pihak perusahaan yang berbatasan),
dimana isi Notulen Rapat tanggal 14 Februari 2019
yang dibuat Pimpinan Rapat (T. Kustanto/Kepala
BPKH Wilayah [V Samarinda) pada poin 7.
Menyebutkan bahwa Intruksi Kerja dan Peta Kerja
disiapkan paling lambat bulan Maret 2019 dengan
Pembimbing Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur dan supervisi oleh BPKH Wilayah IV
Samarinda.

1.1.3.

Pengakuan para pihak atas
eksistensi areal IUPHHK
kawasan hutan (BATB)

CD

Sedang

Pada audit periode penilikan ke-1 terkait dengan
pengakuan para pihak atas eksistensi areal kerja
IUPHHK-HA PT Panambangan terdapat perubahan
penilaian menjadi SEDANG (dari BAIK), karena di
dalam areal kerja PT Penambangan ditemukan adanya
konflik batas/lahan berupa pembukaan lahan yang
ditanami karet berdasarkan verifikasi dokumen
Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan Tahun
2019 yang dibuat oleh Camp Manager (Ir. Firmansyah)
pada tanggal 23 April 2019.

Sesuai dengan isi laporan tersebut diketahui bahwa
pembukaan lahan karet pada koordinat N 00°52°57";
E 117°19°40” dan diduga pelakunya yaitu IUPHHK-
HTI PT Multi Kusuma Cemerlang, karena lokasi
pembukaan lahan karet tersebut berdekatan dengan
batas persekutuan antara 2 (dua) perusahaan yaitu PT
Multi Kusuma Cemerlang dengan PT Panambangan.
Selain itu pada Laporan pengamanan dan perlidungan
disampaikan perambahan lahan untuk ditanami sawit
dan patok-patok kaplingan lahan oleh masyarakat
setempat, yang lokasinya berada di kirikanan bekas
jalan logging yang masih dalam perbaikan dan
rencana akan digunakan menurunkan kayu bukat dari
blok RKT tahun 2019 menuju TPK Antara/Log Pond
Rantau Palung, sehingga kedepan dapat menjadi
potensi konflik lahan yang harus diselesaikan oleh
pihak PT Penambangan dengan membuat rencana
monitoring konflik batas/lahan, dengan harapan
konflik batas/lahan tersebut berkurang dari waktu ke
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NO VERIFIER PENYUSUN BOBOT NILAI
INDIKATOR KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI
waktu.

4, 1.1.4. Not Berdasarkan verifikasi Peta Hasil Penafsiran Citra
Tindakan pemegang izin CD Applicable | satelit tanun 2018 yang telah disetjui sesuai Surat
dalam hal terdapat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
perubahan fungsi kawasan. Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Apabila tidak adg SDH Surat Nomor : S.57/IPSDH/PLA.1/1/2018 tanggal
perubahan fungsi maka ) ] )
verifier ini menjadiNot 31 Januari 2018, maka diketahui bahwa pada areal
Aplicable. kerja IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN tidak terdapat

perubahan fungsi kawasan hutan (dari HP/HPT ke
APL) sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (lampiran
Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.718/Menhut-
11/2014 tanggal 29 Agustus 2014)

5. 1.1.5. CD Not Berdasarkan verifikas idokumen RKUPHHK-HA
Penggunaan kawasan di Applicable | Berbasis IHMB Untuk Jangka 10 Tahun (Periode 2013

luarsektor kehutanan
(Apabila tidak ada
penggunaan kawasandi luar
sektor Kehutanan maka
verifier ini menjadi Aot
Aplicable).

— 2022) yang sudah disahkan oleh Menteri
Kehutanan dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, maka diketahui bahwa di dalam
kerja IUPHHK-HA PT Panambangan tidak
terdapat penggunaan kawasan di luar sektor

areal

kehutanan, baik izin usaha yang sah ( izin perkebunan
sawit dan tambang batubara) maupun tanpa izin yang
dilakukan masyarakat setempat (ladang berpindah
dan perkebunan rakyat). Hal ini dengan
penjelasan dari Manajemen Representatif dari auditee
(Sdr. Darnawi, S.Hut).

sesuai

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(9/ 12) x 100% =75,00 %,

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

Halaman 8 dari 63




\/ )’ RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
v 4

W

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

INDIKATOR 1.2
Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR

BOBOT

NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.2.1.

Keberadaan doku menvisi, misi
dan tujuan perusahaan yang
sesuai dengan PHL

Baik

Pada audit penilikan ke-1 diketahui tersedia SK Direksi
PT PANAMBANGAN Nomor : 02/I/Adm/12c/2019 tanggal
20 Januari 2019 tentang Visi, Misi dan Tujuan
Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama
(Nunuk Wisnuardi) yang pengganti SK. Direksi PT
PANAMBANGAN Nomor : 02/I/Adm/12¢/2018 tanggal 22
Januari 2018, yang ditandatangani oleh Direktur Utama
(Ratri W. Sriyantoro).

Isi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan yang dimiliki PT
Panambangan dari 2 (dua) SK Direksi diatas sama dan
tidak berubah atau sesuai dengan dokumen yang
tercantum dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
Tahun 2013 s/d 2022 PT Panambangan yang telah
disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan nomor
persetujuan No. SK. 93/BUHA-2/2012 tanggal 21
Desember 2012.

Perubahan SK. Direksi PT. PANAMBANGAN tentang Visi,
Misi dan Tujuan Perusahaan tersebut karena adanya
perubahan akte perusahaan atau perubahan pengurus
perusahaan berdasarkan AktePerubahan (terakhir)
Nomor : 9 tanggal 10 Januari 2019 oleh Notaris H. Teddy
Anwar, SH. Sp N. yang telah didaftarkan keMenhukam Rl
sesuai Nomor Surat : AHU-AH.01.03-0073222.

1.2.2.

Sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan

Sedang

Pada audit penilikan ke-1 diketahui pihak manajemen PT
PANAMBANGAN telah melaksanakan perbaikan atas
observasi yang diberikan pada penilaian awal tahun
2018, namun masih terdapat kekurangan yaitu belum
melaksanakan sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan PT
Panambangan kepada masyarakat Desa Keraitan,
Kecamatan Bengalon, yang dituangkan ke Berita Acara
Sosialisasi Visi Misi dengan lampiran Daftar Hadir.

Upaya manajemen PT Panambangan selama 1 (satu)
tahun terakhir dalam rangka sosialisasi Visi, Misi dan
Tujuan Perusahaan sebagai berikut :

1. Tersedia BA Sosialisasi Perubahan Struktur
Organisasi ,Visi dan Misi PT Panambangan Kepada
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BOBOT

NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

karyawan Samarinda dan Camp Tahun 2019 di
Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret Tahun
2019, dengan lampiran Daftar Hadir (10 orang
karyawan);

2. Tersedia BA Sosialisasi Perubahan  Struktur
Organisasi ,Visi dan Misi PT Panambangan Kepada
Karyawan Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Mei
Tahun 2019, terlampir Daftar Hadir (9 orang
karyawan);

3. Memasang Banner yang berisi Visi dan Misi
Perusahaan yang ditempel di Base Camp KM 86

1.2.8.

Kesesuaian visi, misi dengan
implementasi PHL

Sedang

Pada audit penilikan ke-1 diketahui terdapat upaya
manajemen PT Panambangan dalam rangka perbaikan
kinerja. PHPL atas observasi yang diberikan pada
penilaian awal untuk kesesuaianvisi, misi dengan
implementasi PHL, namun upaya PT Panambangan
selama 1 (satu) tahun terakhir untuk melakukan
perbaikan kinerja khususnya dalam penerapan kaidah
operasional sesuai SOP sehingga pencapaian realisasi
pada semua bagian kegiatan mencapai target yang
ditetapkan secara keseluruhan sesuai dengan Visi dan
Misi perusahaan, belum terlaksana.

Contoh upaya yang belum terlaksana yaitu Kepastian
Kawasan atau areal kerja belum 100 % (temu gelang)
dan jumlah Ganis PHPL yang harus dimiliki belum sesuai
ketentuan yang berlaku.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

14/18 X100 % = 77,77 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk
Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR

BOBOT

NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.3.1.

Keberadaan tenaga professional
bidang kehutanan di lapangan
pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan sesuai
ketentuan yang berlaku

CD

Buruk

Berdasarkan data keberadaan Ganis PHPL vyang
dimiliki PT PANAMBANGAN yang memiliki pada audit
penilikan ke-1 diketahui jumlah Ganis PHPL tidak ada
perubahan yaitu 7 (tujuh) orang, sehingga masih
terdapat kekurangan 3 (tiga) Ganis PHPL yang terdiri 1
(satu) orang dengan kompetensi Ganis Pengukuran
dan Perpetaan (Kurpet) dan 2 (dua) orang dengan
kompetensi Ganis Pemanenan Hutan (Nenhut).

Sehingga keberadaan tenaga professional bidang
kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis
menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian
bidang kegiatan pengelolaan hutan atau jumlah Ganis
PHPL belum sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen
PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember
2015).

Jumlah Ganis PHPL dan jenis kompetensinya yang
dimiliki oleh IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN sebagai
berikut :

Luas
25.000<50.000
*)

1. Ganis Kurpet 1 0
Ganis PHPL

2 Canhut 2 2

Ganis PHPL
3. Nenhut 2 0

Luas PT PNB

No Ganis PHPL +43.240 Ha

4, Ganis PHPL Binhut 2 2
Ganis PHPL PKB-R 3 3
JUMLAH 9 7

*)Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember
2015

1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM

Sedang

Pada audit penilikan ke-1, diketahui terdapat upaya
manajemen
observasi yang diberikan pada penilaian awal tahun
2018, upaya perusahaan dalam rangka
peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat atau
Pelatihan selama 1 (satu) tahun terakhir belum sesuai
dan tepat

PT Panambangan dalam memenuhi

namun

sasaran dalam mengirimkan personil
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karyawannya untuk dilatih menjadi tenaga teknis
PHPL, sehingga jumlah Ganis PHPL pada PT
Panambangan masih kurang karena hanya tersedia
pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan,
walaupun realisasi Diklat selama 1 (satu) tahun terakhir
mencapai 81,81 % atau lebih>70 % dari rencana
sesuai kebutuhan.

1.3.3.

Ketersediaan dokumen ketenaga
kerjaan

Sedang

Pada audit penilikan ke-1, diketahui belum terdapat
upaya manajemen PT Panambangan dalam rangka
melaksanakan observasi pada penilaian awal tahun
2018, sehingga dokumen ketenagakerjaan yang
tersedia belum lengkap di Base Camp KM 86.

Dan hasil wawancara dengan Kepala Cabang
Samarinda (M. Aini Effendi) sebagai pendamping
auditor Prasyarat diketahui bahwa Kepala Bagian
Umum dan Personalia berada di Jakarta, dan bila
urusan internal dengan tenaga kerja/karyawan di Base
Camp KM 86 atau Samarinda maka ditangani oleh Ka.
Cabang Samarinda yang merangkap jabatan Ka.Bag
Umum dan Keuangan.

Semua dokumen ketenagakerjaan yang bersifat
eksternal atau Laporan Wajib Ketenagakerjaan
ditangani langsung oleh Kepala Bagian Umum dan
Personalia di Kantor Pusat Jakarta, sehingga dokumen
tersebut tidak pernah ditemukan di Base Camp KM 86,
sampai dengan audit penilikan ke-1.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

9/15 X 100 % = 60,00 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR BOBOT NILA RINGKASAN JUSTIFIKASI

KINERJA
1.4.1. Pada audit penilikan ke-1, diketahui terdapat
Kelengkapan unit kerja D Sedang | upaya manajemen PT Panambangan untuk

perusahaan dalam kerangka
PHPL

melakukan penggantian personil yang menjabat
di Struktur Organisasi sesuai dengan SK. Direksi
PT Panambangan Nomor : 03/Ill/Admin/12¢c/2019
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tanggal 10 Maret 2019 yang dilengkapi Uraian
Tugas dan Wewenang (Job Description), hamun
namun pada SO tersebut masih terdapat personil
yang merangkap jabatan. Sehingga observasi
yang diberikan pada penilaian awal tahun 2018
belum terealisasi.

1.4.2.

Keberadaan perangkat Sistem
Informasi Manajemen dan tenaga
pelaksana

Sedang

Pada audit penilikan ke-1, diketahui bahwa
manajemen PT Panambangan telah memiliki
Daftar Peralatan SIM dan tersedia tenaga
pelaksananya yang bertanggungjawab terhadap
operasional SIM di Kantor Base Camp KM 86,
yaitu Sdr. Ir. Firmansyah (Camp Manager) sesuai
Surat  Penunjukkan  Direktur Utama PT
Panambangan No 018/KPTS/PNB-SMD/I11/2019
tanggal 01 Maret 2019.

Namun sesuai dengan hasil wawancara dengan
Sdr. Ir. Firmansyah yang ditunjuk sebagai
penanggungjawab SIM, diketahui bahwa di Base
Camp KM 86 belum dilengkapi alat komunikasi V-
Sat dan SOP sebagai acuan SIM belum dibuat
oleh PT Panambangan, sehingga SIM tidak
berjalan efektif untuk memenuhi kebutuhan
operasional di lapangan yang selalu berhubungan
dengan Kantor Cabang di Samarinda dan Kantor
Pusat di Jakarta.

1.4.3.

Keberadaan SPI /internal auditor
dan efektifitasnya

Sedang

Pada audit penilikan ke-1, diketahui bahwa pada
Perubahan Struktur Organisasi yang telah
ditetapkan oleh SK Direksi PT Panambangan
Nomor :03/I/Adm/12¢/2019 tanggal 10 Maret
2019, terdapat Staf Ahli Direksi yang tugas dan
wewenangnya juga sebagai Internal Auditor atau
SPI yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu :

1. DR.Ir. Soedradjat Soeradji , dan

2. Drs. Resi Wahono.

Uraian tugas dan wewenang sebagai staf direksi
cukup ringkas vyaitu Memberikan saran dan
pertimbangan terhadap segala permasalahan
perusahaan yang ada.

Selama 1 (satu) tahun erakhir, terdapat Laporan

Kineria SPI berupa Laporan  Monitoring
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Operasional Semester | dan Semester Il Tahun
2018 yang dibuat oleh Sdr. Resi Wahono, dan
hasil verifikasi terhadap isi laporan tersebut
diketahui bahwa laporan yang ditujukan kepada
Direktur Utama (via MEMO) belum berjalan
dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan
kegiatan di lapangan, yang seharusnya Internal
Auditor/SPI berjalan sesuai SOP dan dalam
malakukan penilaian juga mengacu kepada
pemenuhan SOP pada masing-masing bagian
kegiatan di lapangan baik secara administrasi
maupun teknis di lapangan.

Sehingga kegiatan Internal Auditor di lapangan
berbasis SOP yang sudah ditetapkan untuk setiap
kegiatan di lapangan.

1.4.4.

Keterlaksanaan tindak koreksi
manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi

Sedang

Pada audit penilikan ke-1, diketahui bahwa

kegiatan RKT tahun 2019 PT Penambangan

belum ter-realisasi karena masih memperbaiki

jalan angkutan kayu (logging) yang menuju ke

TPK Antara Rantau Palung yang terletak di tepi

sungai Bengalon, padahal waktu pengesahan

RKT oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur yaitu tanggal 25 Februari 2019,

yang berarti sudah berjalan tanpa realisasi

produksi sudah 4 (empat) bulan.

Masalah atau kendala diatas tidak menjadi

Laporan Monitoring dan Evaluasi tahun 2019,

yang ditindaklanjuti guna dilakukan tindak koreksi

oleh pimpinan manajemen PT Panambangan.

Dokumen tersedia yaitu Laporan Monitoring

Operasional Semester | dan Il Tahun 2018, yang

menyampaikan identifikasi masalah di lapangan

yaitu :

1. Pengukuran riap tegakan di PUP;

2. Klaim pengelola sarang burung wallet atas
operasi logging PT Panambangan;

3. Sarana publikasi (banner) K3 di lapangan;

4. Laju erosi di jalan sarad tinggi di areal eks
tebangan RKT 2017;

5. ldentifikasi satwa dilindungi di areal kerja;

6. Pemeliharaan batas areal kerja IUPHHK-HA;
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7. Penanaman kiri kanan jalan angkutan di eks
RKT;

8. Penanaman rehablitasi eks TPn dan TPK
Hutan;

9. Buku RKT 2019 belum siap

Hasil laporan diatas belum mencakup secara

keseluruhan masalah pengelolaan hutan produksi

lestari yang terdiri dari Kriteria Prasyarat, Kriteria

Produksi, Kriteria Ekologi dan Kriteria Sosial.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

16/24 x 100 % = 66,66 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan(PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR

BOBOT

NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.5.1.

Persetujuan rencana penebangan
melalui peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan proses

dan diseminasi isi kandungannya

CD

Baik

Pada audit penilikan ke-1, diketahui bahwa
terdapat upaya manajemen PT Panambangan
untuk pemenuhan observasi yang diberikan
terhadap verifier ini pada penilaian awal, yaitu
auditee telah melaksanakan Sosialisasi RKT
Tahun 2019 kepada masyarakat DesaTepian
Langsat dan Keraitan, Kecamatan Bengalon
sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi tanggal 11
Maret 2019 dengan lampiran Daftar Hadir.

Sehingga kegiatan RKT yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
mendapatkan persetujuan atas dasar informasi
awal yang memadai, secara keseluruhan sesuai
dengan jumlah desa wilayahnya berada di areal
kerja PT Panambangan.

1.5.2.

Persetujuan dalam proses tata
batas

Sedang

Pada audit penilikan ke-1, diketahui bahwa
realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HA
PT Panambangan belum mencapai 100 % (TEMU
GELANG), seperti pembahasan hasil audit verifier
1.1.2.

Sebagai acuan untuk melaksanakan penataan
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batas areal kerja PT Panambangan, maka tersedia
dokumen Rencana Penataan Batas (Pedoman
Tata Batas) yang telah disetujui oleh Dirjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
dengan Nomor :51/KUH-2/RPBAPP-IUPHHK-
HA/2018 tanggal 21 Mei 2018.

Atas dasar Pedoman Tata Batas diatas maka
dilakukan pertemuan para pihak diatas pada
tanggal 14 Februari 2019 di Kantor BPKH Wilayah
IV Samarinda untuk membahas Persiapan
Penataan Batas Areal Kerja PT Panambangan dan
para pihak yang hadiryaitu :

1.  BPKH Wilayah IV Samarinda;

Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur;
BPHP Wilayah XI Samarinda;

KPH Bengalon;

PT. Segara Indochem;

PT. Kelawit Wanalestari;

PT. Cahaya Mitra Wiratama;

. PT Panambangan

Dan yang tidak hadir yaitu :

1. PT Multi Kusuma Cemerlang (IUPHHK-HT);

2. PT Kiani Lestari

Sehingga dari yang daftar hadir pada pertemuan
rencana persiapan penataan batas areal kerja
IUPHK-HA PT Panambangan di Kantor BPKH
Wilayah IV Samarinda seperti diatas maka

© N O RrODN

disimpulkan terdapat persetujuan dalam proses
tata batas dari sebagian para pihak yaitu 80 %
(minimal 50 %).

1.5.3.

Persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD

Baik

Pada audit penilikan ke-1, diketahui terdapat
upaya manajemen PT Panambangan dalam
memenuhi observasi yang diberikan pada
penilaian awal, yaitu melaksanakan sosialisasi
Kelola Sosial kepada masyarakat Desa Tepian
Langsat dan Keraitan, secara rinci sebagai berikut

1. Tersedia BA Sosialisasi Kelola Sosial tanggal
11 Maret 2019 kepada Desa Tepian Langsat
yang dilampiri Daftar Hadir (25 Orang);

2. Tersedia BA Sosialisasi Kelola Sosial tanggal
11 Maret 2019 kepada Desa Keraitan yang
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dilampiri Daftar Hadir (10 orang).

Dari dokumen Berita Acara Sosialisasi diatas

maka persetujuan dalam proses pelaksanaan

CSR/CD di PT Panambangan dari para Pihak
1.5.3. Pada audit penilikan ke-1, diketahui terdapat
Persetujuan dalam proses D Baik

penetapan kawasan lindung

upaya manajemen PT Panambangan dalam

memenuhi  observasi yang diberikan pada

penilaian awal, yaitu melaksanakan sosialisasi

Kawasan Lindung kepada masyarakat Desa

Tepian Langsat dan Keraitan, secara rinci sebagai

berikut :

1. Tersedia BA Sosialisasi Kawasan Lindung
tanggal 11 Maret 2019 kepada Desa Tepian
Langsat yang dilampiri Daftar Hadir (25
Orang);

2. Tersedia BA Sosialisasi Kawasan Lindung
tanggal 11 Maret 2019 kepada Desa Keraitan
yang dilampiri Daftar Hadir (10 orang).

Dari dokumen Berita Acara Sosialisasi diatas

maka persetujuan dalam proses penetapan

Kawasan lindung di PT Panambangan dari para

Pihak

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

19/21 x 100 % = 90,47 %

Nilai Kinerja Indikator

BAIK

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO VERIFIER PENYUSUN
INDIKATOR

BOBOT NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. | 21.1.

Keberadaan Dokumen
Rencana Jangka Panjang
(management plan) yang
telah Disetujui oleh Pejabat
yang Berwenang

D Baik PT Panambangan mempunyai dokumen

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode
2013-2022, Provinsi Kalimantan Timur
beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000
dan telah telah disetujui dan disahkan
berdasarkan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.93/BUHA-2/2012
tanggal 21 Desember 2012. Sampai
dengan Penilikan ke-1 terdapat 2 (dua) kali
perubahan Blok RKTUPHHK-HA pada
RKUPHHK-HA a.n. PT Panambangan yaitu
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sebagai berikut :

a. Surat Direktur UHP kepada Direktur
Utama PT Panambangan melalui surat
nomor : S. 900/UHP-1/2015 tanggal 17
Januari 2015 tentang Perubahan Blok
RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA
a.n. PT Panambangan.

b. Surat Direktur UHP kepada Direktur
Utama PT Panambangan melalui surat
nomor : S. 1276/UHP/RKUPHA/HPL-
1/12/2016 tanggal 27 Desember 2016
tentang Perubahan Blok RKTUPHHK-
HA pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode 2013-2022 a.n. PT
Panambangan.

Wawancara dengan Manajemen

Representatifdan dan verifikasi dokumen

diketahui bahwa PT Panambangan tidak

mendapat peringatan terkait pemenuhan

RKUPHHK-HA.

2. 1212 D Baik - PT Panambangan telah melaksanakan
implementasi penataan areal kerja
RKTUPHHK-HATahun 2018 sesuai
RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan
mengacu kepada surat Direktur
kepada Dirut PT Panambangan nomor
: 8.1276/UHP/RKUPHA/HPL-1/12/2016
tanggal 27 Desember 2016, Alokasi
blok Tebangan 2017 menjadi Blok
Tebangan 2018.

- PT Panambangan telah melaksanakan
implementasi penataan areal kerja
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 sesuai
RKUPHHK-HA periode 2013-2022 dan
Mengacu kepada surat Direktur
kepada Dirut PT Panambangan nomor
1 8.1276/UHP/RKUPHA/HPL-1/12/2016
tanggal 27 Desember 2016, Alokasi
blok Tebangan 2020 menjadi Blok
Tebangan 2019

Implemetansi penataan areal kerja PT

Panambangan seluruhnya berada pada

Blok RKUPHHK-HA yang disahkan, dan

seluruh lokasinya sesuai dengan rencana

penataan areal kerja jangka panjang.

Kesesuaian Implementasi
Penataan Areal Kerja di
Lapangan dengan Rencana
Jangka Panjang

3. 1213 D Baik Pemeriksaan lapangan terhadap Batas
Pemeliharaan Batas Blok dan Blok dan Petak kerja diverifikasi tanda
Petak /compartemen kerja batas blok dan petak seluruhnya terlihat

dengan jelas dilapangan, berikut kondisi

tanda batas dilapangan :

e Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA
berupa Plang RKTUPHHK-HA Tahun
2018 dan 2019 dapat diverifikasi
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terlihat jelas di lapangan.

e Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA
berupa Patok Batas RKTUPHHK-HA
Tahun 2018 dan 2019 dapat
diverifikasi terlihat jelas di lapangan.

e Tanda Batas Batas Petak berupa
plang Petak P33 (RKT 2019) dan P10
(RKT 2014) dapat diverifikasi terlihat
jelas di lapangan.

e Tanda Batas Batas Petak berupa
Patok , dan plang Petak P10, P9

(RKT 2014) dan P33,P34 (RKT
2019) dapat diverifikasi terlihat jelas
di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (18/18) x 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator | BAIK

INDIKATOR 2.2.
Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu

pada Setiap Tipe Ekosistem

NO

VERIFIER PENYUSUN

BOBOT

NILAI

INDIKATOR KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. | 2.21. D Baik PT Panambangan memiliki data potensi
Terdapat Data Potensi tegakap periode 3 tahun terakhir dengan
Tegakan per Tipe Ekosistem potensi :
yang ada (Berbasis IHMB/ a. Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2017
Survei potensi, ITSP, Risalah dengan potensi rata-rata (diameter 50
Hutan) cm up) 171,15 M3/Ha.
b. Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018
dengan potensi rata-rata (diameter 50
cm up) 168,38 M3/Ha.
c. Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2019
dengan potensi rata-rata rata-rata
(diameter 50 cm up) 99,29 M3/Ha.
Diverifikasi bahwa kelengkapan peta
pendukung berupa peta pohon skala
1:1.000 tersedia secara lengkap.
2 | 2929 CD Buruk PT Panambangan memiliki data
Terdapat Informasi tentang pengukuran riap tegakan /PUP dalam satu
Riap Tegakan PUP pada petak 21 eks RKT 2017 dan
sudah melakukan pengukuran sebanyak
dua kali belum dilakukan analisis dan
belum dilaporkan ke Litbang Balai Besar
Dipetrocarpacea Samarinda.
3. | 223, CD Buruk PT Panambangan tidak memiliki data

Terdapat Perhitungan
Internal/self JTT Berbasis
Data Potensi dan Kondisi

perhitungan analisa pertumbuhan riap
berdasarkan hasil pengukuran PUP ke-2,
yang dapat diajadikan acuan untuk
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Kemampuan Pertumbuhan menentukan JTT tahun RKT 2018 dan
Tegakan 2019

Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (8/12) 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator | SEDANG

INDIKATOR 2.3.
Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO VERIFIER PENYUSUN BOBOT NILAI
INDIKATOR KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. 2.3.1. D Sedang PT Panambangan mempunyai
Ketersediaan SOP Seluruh kelengkapan SOP :

; ; a. SOP PAK (No. Prod-01/PNB/2019)

gﬁciiﬁﬁﬂr'(eg'ata” Sistem b. SOP ITSP (No. Prod-02/PNB/19)

c. SOP PWH (No.Prod 03/PNB/19)

d SOP Pembalakan (No. Prod-
04/PNB/19)

e. SOP Pengadaan Bibit (Persemaian)
(No. Prod-05/PNB/19)

f. SOP Reduce Impact Logging (RIL)
(No. Prod.06/PNB/2019)

g. SOP Penanaman Pengayaan
/Rehabilitasi (Binhut-02/PNB/19)

h. SOP Pemeliharaan Tanaman (Binhut -
03/PNB/19)

i. SOP Pembebasan Pohon binaan (No.
Binhut-01/PNB/19)

j- SOP Pengamanan dan Perlindungan
Hutan (Keling-05/PNB/19)

Namun demikian, isinya belum sesuai

dengan pedoman pelaksanaan atau

ketentuan teknis berdasarkan Perdirjen

Bina Produksi Kehutanan No.

P.9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus

2009 diantaranya pada SOP ITSP belum

mengacu peraturan Direktur Jenderal

PHPL Nomor :P.20/PHPL-SET/2015

tentang Petunjuk Teknis ITSP dalam Hutan

produksi dan SOP SOP Reduce Impact

Logging (RIL) belum mengacu Peraturan

Direktur Jenderal PHPL Nomor

P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tentang

Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan

Berdampak Rendah (Reduce Impact

logging/RIL) Pada Areal lzin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam

Hutan Alam).

SOP untuk kegiatan THPB belum tersedia

secara lengkap sesuai dengan dokumen

Halaman 20 dari 63



N4

W

)’ RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
_of

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

Trustindo Certification
NO VERIFIER PENYUSUN BOBOT NILAI
INDIKATOR KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI

RKUPHHK-HA bahwa rencana kegiatan
THPB telah dialokasikan mulai tahun 2014.
SOP THPB hanya SOP Land Clearing
dengan No. Prod-08/PNB/2019.

2. 2.3.2. D Sedang Dapat diverifikasi keberadaan

Implementasi SOP Seluruh
Tahapan Kegiatan Sistem
Silvikultur

implementasi SOP  Tahapan Sistem

Silvikultur, dengan kondisi :

a) SOP Penataan Areal Kerja (PAK)
Penandaan batas blok, petak dan
kawasan lindung belum sesuai
dengan SOP PAK No.Prod-
01/PNB/2019 terutama untuk
penandaan batas blok pada SOP
warna merah implementasi warna
kuning, untuk batas petak pada SOP
warna biru sedangan implementasi
warna merah, demikain juga untuk
penandaan kawasan lindung
sempada sungai pada SOP
penandaan warna biru implementasi
lapangan warna kuning

b) SOPITSP
Untuk penandaan pohon telah
dilakukan yaitu dengan karpet warna
kuning untuk pohon inti dan karpet
warna merah dan barcode untuk
pohon ditebang. Uji petik di lapangan
dilakukan pada petak P17 RKT 2018 .
Pada saat uji petik ditemukan belum
semua pohon inti diberi label kuning.

c) SOP Pembukaan Wilayah Hutan

(PWH)
Implementasi kegiatan Pembukaan
Wilayah Hutan untuk RKTUPHHK-HA
tahun 2019 belum ada kegiatan PWH.
Sedangkan realisasi kegiatan Tahun
2018 adalah pembuatan jalan cabang
sepanjang 2.759 meter diblok RKT
2018.

d) SOP Pengadaan Bibit
Implementasi pengadaan Bibit sampai
dengan Bulan desember tahun 2018
berdasarkan laopram TPTI Bulan
Desember tahun 2018 jumlah bibit
dengan sisitem biji/cabutan sebanyak
259.190 bibit dan sistem stek/ kebun
pangkas 84.340 bibit

e) SOP Pemanenan
pada saat penilikan tidak ada kegiatan
penebangan atau produksi dan
kegiatan produksi terakhir pada bulan
Oktober tahun 2018. Jumlah produksi
berdasarkan LHP untuk RKT 2018
adalah sebanyak 14.131,30 m?®
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(40,38%) dengan luas 243,32 ha
(41,81%).
f) SOPRIL

Untuk kegiatan RIL belum semua
tahapan dilaksanakan , misal untuk
kegiatan pasca pemanenan untuk
kegiatan penutupan jalan sarad
belum semua kegiatan sudetan
dilaksanakan atau deaktivasi pada
jalan sarad dengan interval 20-30 m
dan masih ditemukannya eks TPn
yang tergenang air

g) SOP penanaman Pengayaan/

rehabilitasi.
Di lapangan ditemukan kegiatan
Rehabilitasi Tanaman dengan jarak
tanam 3x3 meter dari jenis sungkai
dan meranti (P23) dan bekas bengkel
pada petak P27. Pada kegiatan
penanaman kakija dengan jarak tanam
3x3 meter dengan jenis sungkai pada
km 98. Keadaan tanaman pada
umumnya kerdil dan  kegiatan
penyulaman dilakukan dengan
prosentase =40 %-50 %. Kegiatan
yang belum sesuai dengan SOP
adalah jarak tanam yang dilakukan
pada SOP tercantum 5x5 meter

h) SOP Pemeliharaan tanaman
pengayaan
Pemeliharaan tanaman pengayaan
bekas jalan sarad dilakukan pada
petak P10 dilakukan penyulaman pada
tahun 2018 dengan prosentase 40%
dan pemeliharaan tanaman hasil
penyulaman dilakukan pada tahun
2019. Jenis tanaman adalah sungkai
dengan jarak tanam 3 m X3 m.

i) SOP Pembebasan Pohon Binaan
Pembebasan pohon binaan untuk
RKTUPHHK-HA tidak dilakukan karena
areal kerja berada di dalam fungsi

hutan HPT

j. SOP Perlindungan dan Pengamanan
Hutan
Kegiatan Perlindungan dan

Pengamanan hutan berupa patroli dan
pemasangan plang peringatan /
himbauan
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PT Panambangan telah
mengimplementasi sebagian SOP tahapan
sistem silvikultur TPTI dan tidak ada
implementasi lapangan untuk kegiatan
THPB.
3. | 2.33. D Baik Berdasarkan hasil cruising sebagaimana

data pada verifier 2.2.1. didapatkan data
potensi tergakan sebelum masak tebang
(diameter 10-49 cm) RKTUPHHK-HA tahun

Tingkat Kecukupan Potensi
Tegakan sebelum Masak

Tebang
2019, 2018 dan 2017 rata-rata sebesar 43
pohon/hektar.
4. 2.3.4. CcD Baik Berdasarkan hasil inventarisasi dengan

menggunakan metode jalur pengamatan

permanen pada jalur 40 dengan panjang

jalur 1000 meter maka diperoleh luasan
plot contoh sebagai berikut :

a. Tingkat pohon: luas plot contoh
yaitu panjang jalur 1000 meter
dengan lebar 20 meter maka
luasannya adalah 20.000 m? atau 2
hektar. Jumlah  pohon vyang
ditemukan sebanyak 106 pohon
atau 53 pohon per ha.

b. Tingkat tiang : dengan plot contoh
ukuran 10 meter x 10 meter dan
jumlah plot 10 maka luasan plot
contoh 1000 m2 atau 0,1 hektar.
Jumlah tingkat  tiang yang
ditemukan sebanyak 41 tegakan
atau setara dengan 410 batang per
ha.

c. Tingkat pancang : dengan plot
contoh ukuran 5 meter x 5 meter
dan jumlah plot 10 maka luasan plot
contoh 250 m? atau 0,025 hektar.
Jumlah tingkat  tiang yang
ditemukan sebanyak 41 tegakan
atau setara dengan 1.640 individu
per ha

d. Tingkat semai : dengan plot contoh
ukuran 2 meter x 2 meter dan
jumlah plot 10 maka luasan plot
contoh 40 m2 atau 0,04 hektar.
Jumlah tingkat  tiang yang
ditemukan sebanyak 52 individu
atau setara dengan 1.300 individu
per ha

Terdapat pohon induk jenis komersial

yang menjamin ketersediaan permudaan

tingkat semai dan terdapat permudaan
tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-
jenis komersial yang tersebar merata
dalam jumlah yang mampu menjamin
terjadinya kelestarian pemanenan hasil

Tingkat Kecukupan Potensi
Permudaan
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pada rotasi ke-3 jumlah pancang 1.640
batang/ha (> 400 batang/ha) dan jumlah
tiang 410 batang/ha (>100 batang
tiang/Ha)

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(17/21) x 100% = 80,95%

Nilai Kinerja Indikator

BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

NO

VERIFIER PENYUSUN BOBOT NILAI
INDIKATOR KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2.4.1. D Sedang
Ketersediaan Prosedur
Pemanfaatan / Pengelolaan
Hutan Ramah Lingkungan

PT Panambangan memiliki SOP
pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah
lingkungan untuk seluruh kegiatan
pengelolaan hutan yaitu SOP Reduce
Impact Logging (RIL) (No. Prod.06/PNB/
2019) tetapi isinya belum mengacu ke
Peraturan Direktur Jenderal PHPL
Nomor  P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018
tentang Pedoman Penerapan Teknik
Pemanenan Berdampak Rendah (Reduce
Impact logging/RIL) Pada Areal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan
Alam.

2.4.2. D Sedang

Penerapan Teknologi Ramah
Lingkungan

Berdasarkan pengecekan dokumen,
wawancara dan observasi di lapangan
terkait dengan penerapan atau
implementasi RIL, didapatkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan (PAK dan ITSP)
belum seluruhnya dilaksanakan sesuai
dengan SOP. Untuk kegiatan ITSP
SOP perlu direvisi dan penandaan
pohon inti belum seluruhnya ditandai
dengan label kuning.

2. Untuk kegiatan pasca pemanenan
untuk kegiatan penutupan jalan sarad
belum kegiatan sudetan dilaksanakan
atau deaktivasi pada jalan sarad
dengan interval 20-30 m.

3. Masih ditemukannya eks TPn yang
tergenang air.

Terdapat penerapan teknologi ramah

lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan

pemanenan hasil atau pengelolaan hutan

2.4.3. Tingkat kerusakan D Baik
tegakan tinggal minimal dan
keterbukaan wilayah

Terdapat kajian mengenai kerusakan
tegakan tinggal pada jalur 40 ITSP Blok

RKT 2018. Tingkat kerusakan pancang
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sebesar 18%, Tingkat 6,8 % dan pohon
sebesar 13,11%. Dan tingkat keterbukaan
wilayah seluas 0,2 Ha sehingga
keterbukaan wilayah adalah 10%.

3. | 24.4. CD Sedang Hasil perhitungan dilakukan  dengan
mengambil sample dokumen 10 batang
yang telah ditebang pada petak P31 hasil
Faktor eksploitasi sebesar Fe =0,70 yaitu
sebesar 0,91. Data tersebut adalah
berdasarkan dokumen dan bukan
berdasarkan hasil kajian ataupun uji petik
pengukuran langsung dilapangan, sehingga
penilaian tidak bernilai maksimal/baik.

Limbah Pemanfaatan Hutan
Minimal

Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (16/21) x 100% = 76,19 %

Nilai Kinerja Indikator | SEDANG

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan
Pada Areal Kerjanya

N NILAI
° VR o BOBOT KINERUA RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. | 251. CD Baik Terdapat Dokumen RKT 2018 dan 2019
Keberadaan Dokumen yang telah disahkan oleh Pejabat yang
Rencana Kerja Jangka Pendek sah: ,
(RKT) yang Disusun - Terdgpgt SK Kepala Dlnas Kehutanan
Berdasarkan Rencana Kerja Provinsi Kaltim No.
Disahkan Sesuai Peraturan dengan terget produksi : Luas 582 Ha,
yang Berlaku (Dinas Prov, self Target pohon 6549, dan volume
approval) sebesar 34.848 m? Target pembuatan

jalan angkutan pada blok RKTU{HHK-
HA vyaitu jalan cabang didalam blok
sepanjang 2.759,51 meter frngsn
volumr 152 m?3 atau 156 pohon.

- Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kaltim No.
522.110.1/43/Kpts/RKT/DK-11/2019
dengan target produksi : luas 475 Ha,
target pohon 4.231 dan target volume
25,337 m3. Target pembuatan jalan
yaitu pembuatan jalan cabang
sepanjang 3.724,23 meter dengan
volume 163 m3 (272 pohon).

- Dokumen RKT tersebut berdasarkan
RKU periode 2013-2022 dan Surat dari
Direktur UHP kepad Dirut PT
Panambangan nomor :
S.1276/UHP/RKUPHA/HPL-1/12/2016
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tanggal 27 Desember 2016.

Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA
secara lengkap (selama periode waktu
penilaian)yang disusun berdasarkan
RKUPHHK-HA dan disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur

2. | 252

Kesesuaian Peta Kerja dalam
Rencana Jangka Pendek
dengan Rencana Jangka
Panjang

Baik

Diverifikasi lampiran peta rencana kerja

jangka panjang :

- Pada Peta Kerja Revisi RKUPHHK-
HA Periode 2013-2022 terdapat Blok
Tebangan Tahun 2019 adalah “VII”
tetapi berubah menjadi RKT 2020
dan yang menjadi blok 2019 adalah
Blok tebangan 2018 (Blok VI)
distempel dan Kawasan Pelestarian
dan Penelitian : Sempadan Sungai,
Buffer zone, PUP, KPPN dan Kebun
Bibit.

- Peta Kerja Surat dari Direktur UHP
kepad Dirut PT Panambangan
nomor : S.1276/UHP/RKUPHA/HPL-
1/12/ 2016 tanggal 27 Desember
2016. Terdapat Kawasan Pelestraian
dan penelitian meiputi Sempadan
Sungai, Buffer Zone, PUP, KPPN
dan Kebun Bibit. Tidak semua

sempadan sungai tergambarkan
dalam peta.
Diverifikasi lampiran peta rencana kerja

jangka pendek :

- Pada peta kerja RKTUPHHK-HA
tahun 2018, terdapat peta kerja yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang (Blok VI), warna ungu dan
distempel dan Terdapat Kawasan
Pelestarian dan penelitian meiputi
Sempadan Sungai, Buffer Zone,
PUP, KPPN dan Kebun Bibit, Tidak
semua sempadan sungai
tergambarkan dalam peta RKT.

- Pada peta kerja RKTUPHHK-HA
tahun 2019, terdapat peta kerja yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang (Blok VIII), warna orange
dan distempel dan Terdapat
Kawasan Pelestraian dan penelitian
meiputi Sempadan Sungai, Buffer
Zone, PUP, KPPN dan Kebun Bibit,
Tidak semua sempadan sungai
tergambarkan dalam peta RKT

Berdasarkan telaah diketahui bahwa :

Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU

yang disahkan oleh pejabat yang
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berwenang yang menggambarkan areal
yang boleh ditebang / dipanen /
dimanfaatkan / ditanam / dipelihara
beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung

3. | 253. D Sedang Terdapat implementasi peta kerja berupa
penandaan di lapangan RKT 2018 dan
2019 yaitu : blok dan petak yang akan
ditebang dan sebagian kawasan lindung
(51,99%) atau areal pelestarian dan
penelitian. Berdasarkan hasil uji petik
menunjukan terdapat kesesuaian antara
posisi lapangan dengan peta kerja.

Implementasi Peta Kerja
Berupa Penandaan Batas Blok
Tebangan / Dipanen /
Dimanfaatkan / Ditanam /
Dipelihara beserta Areal yang
Ditetapkan sebagai Kawasan
Lindung (untuk Konservasi/
buffer zone/ pelestarian
plasma nutfahjreligi/budaya/
sarana prasarana dan
Penelitian & Pengembangan)

4. 25.4. D Sedang Realisasi volume tebangan total dan per
kelompok jenis kurang dari 70% dari
rencana tebangan tahunan pada lokasi
yang sesuai dengan RKT, dengan rincian

Kesesuaian Lokasi, Luas,
KelompokdJenis dan Volume
Panen dengan Dokumen

Rencana Jangka Pendek ) o
- Realisasi volume tebangan total dan

luas RKTUPHHK-HA Tahun 2018
tidak melebihi target, dengan
realisasi Realisasi luas sebesar
41,81 % (realisasi 243,32 ha dari
rencana 582 ha) dan realisasi
volume sebesar 40,38% (realisasi
14.131,30 m® dari rencana 35.000
m?), realisasi tebangan total <70 %.

- Untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019
Realisasi s/d Mei 2019, luas dan
Volume sebesar 0 %.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (17/21) x 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator | BAIK

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan
Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan,
serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO VERIFIER }Z\ETr\gFl%JSUN BOBOT KII:IIIIE-F/:.IJA RINGKASAN JUSTIFIKAS|
1. | 2.6.1. CD Sedang Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit

oleh Kantor Akuntan Publik Armandias Per 31

Desember 2017 dan untuk tahun 2016

1.  Nilai Likuiditas : Tahun 2017 sebesar
97,05% , Tahun 2016 sebesar 90,12%

2. Nilai Solvabilitas : Tahun 2017 sebesar

Kondisi Kesehatan Finansial
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112,86%, Tahun 2016 sebesar 109,56%

3. Nilai Rentabilitas : Tahun 2017 sebesar
untuk ROI 2,08% dan ROE sebsar 0,37%
dan tahun 2016 sebesar untuk ROI -0,6%
dan ROE -0,15%.

Catatan akuntan publik terhadap laporan

keuangan adalah wajar dengan pengecualian,

laporan keuangan menyajikan secara wajar

dalam semua hal yang material.

2. 26.2. CD Buruk Hasil pencermatan terhadap dokumen Laporan
Realisasi Alokasi Dana Yang Keuangan yang telah' digudit oleh Kantor
Cukup berdasarkan laporan Akuntan Publik Armaqdla§ tidak memunculkan
penatausahaan keuangan data rencana dan realisasi per)gusaha.an hutan
yang dibuat sesuai dengan tahur.1 2017. dan 2916 (tidak ditemukan
Pedoman Pelaporan lampiran dari laporan ini).

Keuangan Pemanfaatan Hutan
Produksi (yang telah diaudit
oleh akuntan publik)

3. | 2.6.3. CD Buruk Hasil pencermatan terhadap dokumen Laporan
Realisasi Alokasi Dana Yang Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor
Proporsional Akuntan Publik Armandias tidak memunculkan

data rencana dan realisasi pengusahaan hutan
tahun 2017 dan 2016 (tidak ditemukan
lampiran dari laporan ini).

4. 26.4. CD Sedang Berdasarkan realisasi fisik kegiatan
Realisasi Pendanaan Yang perencanaa, kegiatan pembinaan hutan, kelola
Lancar lingkungan dan sosial untuk tahun 2016, dan

2017 seluruh kegiatan mencapai 100%, kecuali
kegiatan produksi tercapai 86,27% (RKT 2017)
dan produksi tercapai 99.37 % (RKT 2016).
Berdasarkan wawancara dengan karyawan
bahwa tidak ada hambatan dalam dukungan
dana untuk kegiatan, termasuk diantaranya gaji
dan kebutuhan karyawan.

Secara umum realisasi biaya kegiatan teknis
kehutanan berjalan lancar, tetapi kegiatan tidak
dilaksanakan sesuai tata waktunya.

5. 26.5. D Baik Berdasarkan Realisasi Biaya TPTIl, Non TPTI,

Modal yang Ditanamkan
(kembali) Ke Hutan

Perlindungan hutan dan Lingkungan tahun
2016 dan 2017 (Un-auditeed) didapatkan
modal untuk kegiatan pembinaan hutan,
perlindungan hutan dan penanaman tanah
kosong adalah :

- Tahun 2016 Rencana Rp. 790.527.000
realisasi Rp. 797.513.500sehingga
prosentase sebesar 100,88 %

- Tahun 2017 Rencana Rp. 471.190.000
dan realisasi Rp. 450.288.000 sehingga
prosentase sebesar 95,6%.
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6. | 2.6.6. CD Sedang Berdasarkan hasil telaah pada dokumen
Realisasi Kegiatan Fisik Laporan Bulanan TPTI Periode bulan
Penanaman/ Pembinaan Desember 2018 dan Desember 2017 PT
Hutan Panambangan didapatkan data realisasi
kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan
pada RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2017,
adalah :
- Tahun 2017 prosentase rata-rata realisasi
fisk kegiatan pembinaan adalah 95,74%
- Tahun 2018 prosentase rata-rata realisasi
fisik kegiatan pembinaan adalah 97 %.
Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan
hutantahun 2018 untuk kualitas dan kuantitas
adalah : Kuantitas 97% X kualitas 60% =58,2%
Pencapaian realisasi kegiatan pembinaan
hutan tahun 2017 untuk kualitas dan kuantitas
adalah : Kuantitas 95,74% x kualitas 80
%=76,59%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (14/21) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator | SEDANG
HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI
INDIKATOR 3.1.
Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan
NO VERIFIER PENYUSUN NILAI
INDIKATOR BOBOT KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. | 3.1.1 D Baik Luas kawasan dilindungi sesuai dengan

Luasan kawasan dilindungi

dokumen rencana RKUPHHK Berbasis
IHMB Periode 2013 — 2022 Tahun 2012,
meliputi sempadan sungai (1.245 ha), BZHL
Gunung Gergaji dan Sungai Lembok Hulu —
Sungai Keraitan (1.876 ha) dan KPPN (380
ha). Kondisi biofisik seluruh kawasan
dilindungi telah sesuai dan aman dari
gangguan kerusakan. Akibat adanya
perubahan tata ruang, areal BZHL Sungai
Lembok Hulu — Sungai Keraitan mengalami
pergeseran kea rah dalam sehingga luas
BZHL mengalami pengurangan sebesar 566
ha. Kemudian sempadan sungai sesuai
RKUPHHK tahun 2012 juga mengalami
penambahan karena yang tidak termasuk di
dalam dokumen RKUPHHK tahun 2012,
kemudian di lapangan sempadan sungai
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kenyataannya di lapangan ada. Untuk
kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi,
perusahaan menganggap perlu membuat
suatu Surat Keputusan yaitu dari Direktur
Utama untuk penetapan luasan kawasan
dilindungi. Sehingga berdasarkan Surat
Keputusan Direktur Utama Nomor:
04/11l/Adm/12c/2019 tanggal 18 Maret 2019,
luas kawasan dilindungii menjadi
sempadan sungai (1.261 ha) ; Buffer Zone
HL Gunung Gergaji dan Sungai lembok
Hulu — Sungai Keraitan (1.310 ha) dan
KPPN (380 ha)

3.1.2

Penataan kawasan dilindungi
(persentase yang telah ditandai,
tanda batas dikenali)

Sedang

PT Panambangan merencanakan
penandaan batas seluruh  kawasan
dilindungi sampai RKT 2019 sepanjang
162.450 km, dan telah terealisasi hingga
Juni 2019 sepanjang 84.452 km (51,99 %).

3.1.3

Kondisi penutupan kawasan
dilindungi

Sedang

Kondisi  penutupan lahan  kawasan
dilindungi yang masih berhutan sesuai Peta
Penafsiran Citra Satelit tahun 2017 adalah
sekitar 2.120 ha (71,7 %) dari total luas
seluruh kawasan dilindungi 2.957 ha.
Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Satelit
tahun 2019 (belum disahkan), kondisi
penutupan lahan kawasan dilindungi yang
masih berhutan adalah sekitar 2.160 ha
(73,05 %) dari total luas seluruh kawasan
dilindungi 2.957 ha. PT Panambangan
memiliki rencana penanaman/rehabilitasi
untuk periode 5 tahun seluas 516 ha untuk
kawasan dilindungi yang memiliki
penutupan lahan yang tidak berhutan.

3.14

Pengakuan para pihak terhadap
kawasan dilindungi

CD

Baik

PT  Panambangan telah  melakukan
sosialisasi kawasan dilindungi kedua desa
binaannya (Desa Tepian Langsat dan Desa
Keraitan).

Terkait verifier 3.1.1, tentang kondisi biofisik
kawasan dilindungi telah sesuai dana man
dari gangguan kerusakan, mengindikasikan
bahwa semua pihak (dari masyarakat) telah
mengakui keberadaan kawasan dilindungi
yang ada di areal PT Panambangan.

3.1.5

Laporan pengelolaan kawasan
lindung hasil tata ruang
areal/land scaping sesuai
RKL/RPL dan/atau tata ruang
yang ada di dalam RKU

Sedang

Laporan pengelolaan kawasan dilindungi
merujuk pada dokumen Surat Keputusan
Direktur Utama Nomor: 04/1lI/Adm/12¢c/2019
tanggal 18 Maret 2019, yang didalamnya
telah  direncanakan penataan ruang
(fandscaping) kawasan dilindungi yang
meliputi : 1) sempadan sungai (1.261 ha) ;
2) BZHL(1.310 ha) dan 3) KPPN (380 ha)
yang penataan arealnya telah
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diimplementasikan di lapangan.

Kegiatan pengelolaan belum dilakukan
pada seluruh kawasan dilindungi,dan baru
tersedia laporan pengelolaannya pada
kawasan dilindungi yang telah dilakukan
pengelolaan.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(21/27) x 100% = 77,78%

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO VERIFIER PENYUSUN
INDIKATOR

BOBOT

NILAI
KINERJA

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. | 3.2.1

Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai
dengan jenis-jenis gangguan
yang ada

D)

Sedang

Potensi gangguan hutan yang ada di areal
PT  Panambangan sesuai  dokumen
RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013-
2022 tahun 2012 dan verifikasi lapangan
adalah kebakaran hutan, perambahan
hutan, illegal logging dan perburuan.

PT Panambangan belum memiliki prosedur
penanggulangan  perburuan.  Sehingga
prosedur perlindungan hutan  belum
mencakup seluruh jenis gangguan yang
ada.

2. | 322

Sarana prasarana perlindungan
gangguan hutan

Sedang

Sarana prasarana pengendalian kebakaran
belum sesuai dengan PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 (Bab 1V,
Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 52 — Pasal
60)

3. | 323
SDM perlindungan hutan

Sedang

SDM Perlindungan yang tersedia adalah
Regu Pemadam Kebakaran (RPK) dan
Satpam IUPHHK/security/keamanan.
Satpam IUPHHK belum seluruhnya memiliki
kualifikasi karena belum mengikuti Diklat.
Jumlah Satpam IUPHHK belum sesuai
dengan SK Menhut No.523/Kpts-11/93.
Anggota regu inti Dalkarhutla belum
seluruhnya memiliki kompetensi karena
belum mengikuti Diklat Teknik Dalkarhutla
sebagaimana tercantum dalamPermenLHK
Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016
Pasal 35 ayat (3). PT Panambangan belum
memiliki MoU dengan kedua desa
binaannya sebagai MPA yaitu Desa Tepian
Langsat dan desa Keraitan, sebagaimana
tercantum dalam PermenLHK Nomor:
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016pada
Paragraf 3, Pasal 40.
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4, 3.24 D Sedang Kegiatan  perlindungan  hutan  belum

Implementasi perlindungan
gangguan hutan (preemptif/
preventif/ represif)

terimplementasi secara menyeluruh, yaitu
pada kegiatan preemptif untuk potensi
gangguan kebakaran hutan, perambahan
hutan, Jllegal Jlogging dan perburuan.
Kegiatan represif pada gangguan perburuan
belum dilakukan.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(16/24) x 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO VERIFIER PENYUSUN NILAI

INDIKATOR BOBOT TR RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. | 3.3.1 D Sedang Prosedur pengelolaan belum mencakup
Ketersediaan prosedur seluruh dampak terhadap tanah dan air.
pengelolaan dan pemantauan Prosedur untuk pemantauan iklim mikro
dampak terhadap tanah & air (suhu udara, kelembaban udara),
pemantauan kualitas fisik dan kimia tanah

(kesuburan tanah) belum tersedia.
2. | 83.2 D Sedang Sarana pengelolaan dan pemantauan

Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

dampak terhadap tanah dan air, sebagian
sesuai dengan dokumen perencanaan
seperti RKUPHHK Berbasis IHMB Periode
2013 - 2022 tahun 2012, RKL tahun 1995
dan RPL tahun 1995. Secara teknik sipil dan
teknik vegetatif telah tersedia.

Beberapa sarana secara teknik sipil ada
yang belum tersedia seperti TPS limbah B3,
Izin TPS limbah B3, Mou dengan pihak ke-3
untuk proses pengangkutan limbah B3,
pengukur suhu udara, pengukur
kelembaban udara, workshop bengkel,
gudang penyimpanan drum-drum oli baru.
Sarana secara teknik sipil yang tidak
berfungsi dengan baik seperti tempat
sampah organik dan anorganik, rumah
mesin genset, TPA sampah organik dan
anorganik, sodetan, guludan.

Secara teknik vegetatif, penanaman telah
dilakukan baik itu di areal terbuka, ANP, eks
jalan sarad, eks TPn, kiri kanan jalan.
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3. | 333

SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

Baik

Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air dengan
tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak
2 (dua) orang dan sesuai dengan Perdirjen
PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, dan
masih aktif masa berlakunya.

4. 3.34

Rencana dan implementasi
pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan
vegetatif)

Sedang

Kegiatan pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air secara teknik sipil dan teknik
vegetatif baru sebagian ada dalam dokumen
perencanaan seperti RKUPHHK Berbasis
IHMB Periode 2013 — 2022 tahun 2012 dan
RKL tahun 1995.

Kegiatan pengelolaan secara teknik sipil
belum seluruhnya tepat seperti tempat
sampah organik dan anorganik, rumah
mesin genset, TPA sampah organik dan
anorganik.

Kegiatan pengelolaan secara teknik vegetatif
telah dilakukan seluruhnya yaitu persemaian,
penanaman di areal terbuka, penanaman di
ANP, penanaman di eks jalan sarad,
penanaman di eks TPn, penanaman di kiri
kanan jalan.

5. 3.3.5

Rencana dan implementasi
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air

Sedang

Rencana pemantauan dampak terhadap
tanah dan air secara teknik sipil dan
teknik vegetatif sebagian tercantum
dalam dokumen perencanaan seperti
RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2013
— 2022 tahun 2012 dan RPL tahun 1995.
Kegiatan pemantauan secara teknik sipil
yang belum dilakukan adalah iklim mikro
(suhu udara, kelembaban udara),
sedimentasi sungai, neraca limbah B3.
Kegiatan pemantauan secara teknik
vegetatif  telah dilakukan berupa
pemeliharaan/penyulaman sesuai SOP
yang ada, namun belum seluruhnya
pada penanaman di eks jalan sarad dan
kiri kanan jalan.

Isi laporan pelaksanaan RKL - RPL
belum sesuai dengan Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor: 45 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
tanggal 5 April 2005.

6. | 3.36
Dampak terhadap tanah dan air

Sedang

Hasil uji laboratorium untuk kualitas air
sungai berdasarkan baku mutu Perda
Provinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2011, masih
di bawah baku mutu dan masih dalam batas
baku mutu.

Masih adanya indikasi terjadinya erosi tanah
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pada areal bekas tebangan.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(26/36) x 100% = 72,22%

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangeread), Jarang
(rare), Terancam Punah (threatened) dan Endemik

NO VERIFIER PENYUSUN NILAI
INDIKATOR BOBOT e RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. | 3.4.1 D Sedang | Dalam SOP identifikasi maupun
Ketersediaan prosedur inventarisasi flora dan fauna,
identifikasi flora dan fauna yang referensi/pustaka sebagai acuan
dilindungi dan/atau langka, penyusunan SOP belum mencantumkgn
jarang, terancam punah dan acuan peraturan yang terbaru yaitu
endemik mengacu pada PermenLHK Nomor:
perundangan/ peraturan yang P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
berlaku tanggal 28 Desember 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor:
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
Dilindungi.
Dalam SOP inventarisasi flora, inventarisasi
fauna dan pemantauan flora, telah
menggambarkan metode secara teknis
pengambilan data dan kegiatan
identifikasi/inventarisasi.
2 3.4.2 D Sedang Kegiatan identifikasi flora dan fauna telah
Implementasi kegiatan dilakukan. Kegiatan identifikasi flora telah
identifikasi dilakukan dan sesuai dengan SOP yang

ada. Kegiatan identifikasi fauna yang
dilakukan belum sesuai SOP yang ada
sehingga tidak terdeskripsikan data
statistik/analisis.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(8/12) x 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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INDIKATOR 3.5.
Pengelolaan Flora untuk:

a.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,
danbagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau
jarang,langka dan terancam punah dan endemik

NO VERIFIER PENYUSUN NILAI
INDIKATOR BOBOT TR RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. | 3.5.1 D Sedang Dalam SOP pengelolaan flora dilindungi,
referensi/pustaka sebagai acuan
penyusunan SOP belum mencantumkan
acuan peraturan yang terbaru yaitu
PermenLHK Nomor:
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
tanggal 28 Desember 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas PermenLHK
Nomor:
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
Dilindungi.

Dalam prosedur telah mendeskripsikan
kegiatan pengelolaan fauna secara
spesifik untuk jenis-jenis hasil identifikasi.

Ketersedian prosedur
pengelolaan flora yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang
berlaku

2 352 D Sedang Kegiatan pengelolaan flora yang
dilakukan untuk penandaan pohon
sarang, tidak diberi keterangan jenis
satwa untuk identifikasi pohon sarang.
Penandaan label di jenis-jenis pohon
dilindungi, tidak diberi keterangan status
dilindungi untuk masing-masing jenis
pohon yang di label, hanya penamaan

Implementasi kegiatan
pengelolaan flora sesuai dengan
yangdirencanakan

jenis pohon.
3. | 353 D Sedang | Kegiatan perambahan yang terjadi di
Kondisi spesies flora dilindungi areal  PT ~ Panambangan,  dapat
mengindikasikan terganggunya

dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik keberadaan flora dilindungi.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (1 2/1 8) X 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator | SEDANG
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INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:
a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian
yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan endemik

NO VERIFIER PENYUSUN NILAI
INDIKATOR BOBOT AN RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. | 3.6.1 D Sedang | Dalam SOP pengelolaan fauna dilindungi,

referensi/pustaka sebagai acuan
penyusunan SOP belum mencantumkan
acuan peraturan yang terbaru yaitu
PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/12/2018  tanggal 28
Desember 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas PermenLHK  Nomor:
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang
Dilindungi.

Di dalam prosedur tidak terdeskripsikan
kegiatan pengelolaan fauna dilindungi
secara spesifik terhadap jenis-jenis fauna
hasil identifikasi. Isi dari prosedur lebih
mengarah ke perlindungan terhadap areal
kawasan dilindungi seperti pemeliharaan
tanda batas, pemasangan papan nama
dan patroli.

Ketersedian prosedur
pengelolaan fauna yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan yang
berlaku, dan tercakup kegiatan
perencanaan, pelaksana,
kegiatan, dan pemantauan)

2. | 386.2 D Baik Kegiatan pengelolaan fauna, telah
dilakukan secara spesifik terhadap suatu
fauna dilindungi  berdasarkan hasil
identifikasi, seperti pemasangan papan
nama jenis-jenis fauna dilindungi dan
papan nama larangan berburu terutama
di areal efektif produksi (termasuk di
pinggir jalan utama) serta perlindungan
pohon sarang satwa.

Realisasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan fauna sesuai
dengan yang direncanakan

3. | 363 D Sedang | Kondisi fauna dilindungi yang ada di areal
PT Panambangan, memiliki potensi
mengalami gangguan perburuan oleh
masyarakat seperti Kijang, Rusa dan jenis
burung.

Kondisi species fauna dilindungi
dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik

Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (14/18) x 100% = 77,78%

Nilai Kinerja Indikator | sEpANG
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INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.
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41.1.

Ketersediaan dokumen/laporan
mengenai pola penguasaan
dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat,
dan rencana pemanfaatan SDH
oleh pemegang izin

Sedang

Berdasarkan  hasil telaahan terhadap
dokumen PT PNBG yang ada, data dan
dokumen tersebut belum memberikan
informasi yang lengkap terkait pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, serta identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, kegiatan yang masih
dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT
PNBG adalah memanfaatkan Hasil Hutan
Bukan Kayu seperti berburu, mencari gaharu
dan mencari sarang burung walet di goa-
goa, namun terkait informasi ini PT
Panambangan belum memiliki dokumen/
laporannya.

Berdasarkan hasil Laporan Pengamanan
dan Perlindungan Hutan PT PNBG Tahun
2018/2019 (bulan April dan Mei 2019), pada
batas areal PT PNBG bagian Selatan
ditemukan aktivitas pemanfaatan lahan oleh
masyarakat untuk ladang dan tanaman Sawit
serta pemanfaatan lahan oleh Perusahaan
(PT MKC) untuk HTI Karet, PT PNBG baru
melakukan identifikasi terhadap pemilik
lokasi tersebut dan belum melakukan
Penataan Batasnya.

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH
oleh PT PNBG dituangkan dalam dokumen
RKUPHHK-HA  Periode 2013 - 2022,
RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan dibidang
kelola sosial terdapat Rencana Operasional
PMDH/Kelola Sosial Tahun 2018.

41.2.

Tersedia mekanisme
pembuatan batas /rekon-struksi
batas kawasan secara
partisipatif dan penyelesaian
konflik batas kawasan

CD

Baik

PT PNBG telah memiliki mekanisme
penataan batas/rekonstruksi batas kawasan
secara partisipatif dan penyelesaian konflik
batas kawasan yang disepakati para pihak
yang lengkap tertuang dalam SPO Tata
Batas Partisipatif IUPHHK, SPO Penentuan
Batas (Deliniasi) Kawasan, SPO Resolusi
Konflik dan SPO Mekanisme Penyelesaian
Konflik dengan masyarakat (SOP yang ada
merupakan hasil  revisi  dari SOP
sebelumnya).

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada telah
sesuai dan mengamodir penataan
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batas/rekonstruksi batas kawasan secara
partisipatif dan penyelesaian konflik batas
kawasan.

3. | 413 PT PNBG telah memiliki mekanisme terkait
Tersedia mekanisme D Baik pengakuan hak-hak dasar masyarakat
pengakuan hak-hak dasar hukum adat dan masyarakat setempat dalam
masyarakat hukum adat dan perencanaan pemanfaatan SDH yang legal,
masyarakat setempat dalam lengkap dan jelas tertuang dalam SPO
perencanaan pemanfaatan Indentifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat
SDH dengan nomor dokumen, SPO Akses

masyarakat Terhadap Hutan dan SPO
Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan
dengan Masyarakat (sebagian SOP telah
dilakukan revisi perbaikan).

Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP
— SOP tersebut telah mengakomodir
pengakuan terhadap hak-hak  Dasar
Masyarakat Hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan
SDH.

4. 1414 Berdasarkan Peta Lokasi Binaan Sebaran
Terdapat batas yang CD Sedang Desa Kec. Bengalon PT Panambangan skala

memisahkan secara tegas
antara kawasan/areal kerja unit
manajemen dengan kawasan
kehidupan masyarakat

1:500.000, areal PT Panambangan sebagian
besar (sekitar 80 %) masuk wilayah
administrasi Desa Tepian Langsat dan
sisanya masuk wilayah Desa Keraitan
Kecamatan Bengalon, namun penataan
batasnya di lapangan belum dilakukan.

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat
Desa Tepian Langsat dan Desa Keraitan
diperoleh informasi bahwa masyarakat
membenarkan keberadaan  areal PT
Panambangan sebagian besar berada di
wilayah administrasi Desa Tepian Langsat,
namun belum diketahui secara detail batas/
luas wilayah yang masuk pada masing-
masing desa tersebut.

Berdasarkan observasi lapangan (pada areal
bagian Utara) tidak ditemukan kegiatan
perladangan atau pemanfaatan lahan oleh
masyarakat sekitar dalam areal PT
Panambangan mungkin disebabkan karena
arealnya cukup jauh dengan pemukiman
masyarakat serta masyarakat lebih tertarik
dengan adanya perusahaan kelapa sawit
yang ada di sekitar desanya.

Berdasarkan hasil Laporan Pengamanan
dan Perlindungan Hutan PT PNBG Tahun
2018/2019 (bulan April dan Mei 20190, pada
batas areal PT PNBG bagian Selatan
ditemukan aktivitas pemanfaatan lahan oleh
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masyarakat untuk ladang dan tanaman Sawit
serta pemanfaatan lahan oleh Perusahaan
(PT MKC) untuk HTI Karet dan PT PNBG baru
melakukan identifikasi lokasi tersebut dan
belum dilakukan Penataan Batasnya

PT Panambangan memiliki sebagian bukti
terkait luas dan batas areal dengan batas
kawasan yang dimiliki oleh masyarakat
setempat/adat.

4.1.5.

Terdapat persetujuan para
pihak atas luas dan batas areal
kerja IUPHHK/KPH

CD

Baik

Selama Periode Penilikan ke-1, PT PNBG
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya
telah mendapat persetujuan dan dukungan
dari pihak pemerintah (dalam hal ini
pemerintah pusat dan pemerintah daerah)
dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HA &
RKTUPHHK-HA PT PNBG, serta terdapat
dukungan dan persetujuan dari masyarakat
sekitar yang tertuang dalam BA Sosialisasi
RKT Tahun 2018 & 2019, Kawasan Lindung
dan Kelola Sosial PT PNBG Tahun 2018 &
2019 di Desa Tepian Langsat dan Desa
Keraitan.

Pada areal PT PNBG masih terdapat potensi
konflik terkait dengan Pembukaan Jalan
Koridor ke arah Log pond di Desa Rantau
Palung, namun sejauh ini permasalahan
yang ada masih dapat diselesaikan dengan
baik.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(18 /21) x 100 % = 85,71 %

Nilai Kinerja Indikator

BAIK

INDIKATOR 4.2.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku
No. VERIFIER PENYUSUN NILAI
INDIKATOR BOBOT KINERJA RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. | 4.2.1. PT PNBG memiliki sebagian dokumen terkait
Ketersedian dokumen yang D Sedang tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai

menyangkut tanggung jawab
sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perun-
dangan yang relevan/berlaku

dengan peraturan perundangan yang
berlaku/relevan yang tertuang dalam SK
IUPHHK-HA, RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA,
Rencana Opersional PMDH/Kelola Sosial
dan Realisasi Kegiatan PMDH/Kelola Sosial,
akan tetapi BAST Bantuan tidak lengkap.

PT PNBG memiliki sebagian dokumen
terkait tanggung jawab sosial pemegang izin
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sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku/relevan.

2. | 422 PT PNBG  memiliki mekanisme terkait
Ketersediaan mekanisme D Baik pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin
pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat legal dan lengkap
pemegang izin terhadap tertuang dalam SPO Pembinaan Masyarakat
masyarakat Desa Hutan, SPO Pembayaran Dana

Kompensasi, SO Perencanaan Tenaga Kerja
dan SPO Pembuatan Perjanjian &
Kesepakatan dengan Masyarakat

Sedang implementasinya dalam bentuk
kegiatan Kelola Sosial, Rekruitment Tenaga
Kerja Lokal, Pembuatan kesepakatan antara
perusahaan dengan masyarakat sekitar,
Pembayaran Fee Kompensasi dan Bantuan-
bantuan lain kepada masyarakat sekitar.

3. | 423 Pada periode penilikan ke-1, hasil telaahan
Kegiatan sosialisasi kepada D Sedang terhadap dokumen dan hasil wawancara
masyarakat mengenai hak dan dengan wakil masyarakat desa sekitar areal
kewajiban pemegang izin (Desa Tepian Langsat dan Keraitan)
terhadap masyarakat dalam diperoleh informasi bahwa PT PNBG
mengelola SDH memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan

kegiatan sosialisasi mengenai hak dan
kewajiban Perusahaan kepada masyarakat
dalam mengelola Sumber Daya Hutan.

4. | 424 PT PNBG memiliki sebagian bukti terkait
Realisasi pemenuhan tanggung D Sedang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial
jawab sosial terhadap terhadap seluruh masyarakat yang berada di
masyarakat /implementasi hak- sekitar areal. Dimana kegiatan kelola sosial
hak dasar masyarakat hukum PT PNBG sebagian tidak dilengkapi dengan
adat dan masyarakat setempat dokumen penunjangnya seperti BA Serah
dalam pengelolaan SDH Terima Bantuan dan atau kuitansi maupun

bukti lainnya.

Realisasi Kelola Sosial PT PNBG pada tahun
2018 mencapai Rp 330.974.900 dari Rp
388.750.000 yang direncanakan (85,14 %),
akan tetapi sebagian tidak dilengkapi
dengan bukti Serah Terima maupun bukti
lainnya.

5. 4.25. PT PNBG memiliki sebagian
Ketersediaan laporan/dokumen D Sedang dokumen/laporan  terkait  pelaksanaan
terkait pelaksanaan tanggung tanggung jawab sosial pemegang izin

jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi

termasuk ganti rugi yang tertuang dalam
Laporan Bulanan Kegiatan PMDH/Kelola
Sosial Tahun 2018, akan tetapi tidak
lengkap.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(22/30 ) x 100% = 73,33 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.

VERIFIER PENYUSUN

NILAI

INDIKATOR BOBOT e RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. | 43.1. PT PNBG menmiliki sebagian data dan
Ketersediaan data dan D Sedang | informasi masyarakat hukum adat dan/atau
informasi masyarakat hukum masyarakat ~ setempat  yang terlibat,
adat dan/atau masyarakat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
setempat yang terlibat, pengelolaan SDH, tersedia dokumen Data
tergantung, terpengaruh oleh Base Sosial, Ekonomi dan Budaya
aktivitas pengelolaan SDH Masyarakat  di Wilayah Kerja PT

Panambangan di Desa Tepian Langsat dan
Keraitan, akan tetapi belum memberikan
informasi yang cukup terkait keberadaan
kegiatan PT PNBG.

2. | 432 PT PNBG memiliki mekanisme yang lengkap
Ketersediaan mekanisme D Baik terkait peningkatan peran serta dan aktivitas
peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau
aktivitas ekonomi masyarakat masyarakat setempat tertuang dalam SPO
hukum adat dan/atau Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SPO
masyarakat setempat Pembayaran Dana Kompensasi, SPO

Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan
dengan Masyarakat, SPO Akses Masyarakat
Terhadap Hutan dan SPO Penyuluhan dan
Sosialisasi.

3. | 433 PT PNBG memilki dokumen rencana
Keberadaan dokumen rencana CD Sedang pemegang izin mengenai kegiatan

pemegang izin mengenai
kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat

peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam
dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2013
— 2022, RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan
Rencana Operasional PMDH/Kelola Sosial
tahun 2018.

Berdasarkan telaahan terhadap Kegiatan
PMDH/Kelola Sosial PT Panambangan
rencana yang ada dalam dokumen
RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara
lengkap akan tetapi dalam dokumen RKT
dan Rencana Operasional (RO) tahun 2018
tidak seluruhnya kegiatan kelola sosial yang
ada dalam RKUPHHK-HA diimplementasikan.

PT. Panambangan memiliki dokumen
rencana pemegang izin mengenai kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat jangka panjang dalam
RKUPHHK-HA, namun baru sebagian yang
diimplementasikan dalam rencana kegiatan
tahunan (dalam dokumen RKTUPHHK-HA
dan RO PMDH/Kelola Sosial).
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4. | 434 Implementasi kegiatan peningkatan peran
Implementasi kegiatan D Sedang | serta dan aktivitas ekonomi oleh PT PNBG
peningkatan peran serta dan terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai
aktivitas ekonomi masyarakat berikut :
hukum adat dan atau 1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan
masyarakat setempat oleh Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT PNBG
pemegang izin yang tepat Tahun 2018, sebesar 57,25 %
sasaran 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada

11 orang dari 84 karyawan), atau
sebesar 13,09 %
Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi PT PNBG terhadap
masyarakat sekitar sebesar :
(57,25+13,09) % : 2 = 85,17 % (< 50 %)

5 | 435 PT PNBG memiliki bukti laporan/dokumen
Keberadaan dokumen/laporan D Sedang terkait pelaksanaan distribusi manfaat
mengenai pelaksanaan kepada para pihak dalam hal ini Karyawan,
distribusi manfaat kepada para Masyarakat (termasuk Kontraktor/Suplier)
pihak dan Pemerintah/Negara,namun tidak

lengkap dan belum terdokumentasi dengan
baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator | (20 /27 ) x 100% = 74,07 %
Nilai Kinerja Indikator | SEDANG
INDIKATOR 4.4.
Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
No. VERIFIER PENYUSUN NILAI
INDIKATOR BOBOT e RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. | 4.4.1. PT PNBG memiliki mekanisme resolusi
Tersedianya mekanisme D Baik konflik yang lengkap dan jelas tertuang
resolusi konflik SPO Resolusi Konflk, SPO  Mekanisme

Penyelesaian Konflik dengan masyarakat
serta mengikutsertakan masyarakat dalam
menyelesaikan konflik yang timbul.

2. | 442 Berdasarkan Peta Lokasi Rawan Konflik
Tersedia peta konflik D Sedang UPHHK PT PNBG skala 1 : 300.000, Potensi

Konflik yang mungkin timbul adalah adanya
perubahan jalan koridor PT PNBG menuju ke
arah Logpond Rantau Palung.

Berdasarkan hasil Laporan Pengamanan
dan Perlindungan Hutan PT PNBG Tahun
2018/2019, pada batas areal PT PNBG
bagian Selatan ditemukan aktivitas
pemanfaatan lahan oleh masyarakat untuk
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ladang dan tanaman Sawit  serta
pemanfaatan lahan oleh Perusahaan (PT
MKC) untuk HTI Karet dan PT PNBG baru
melakukan identifikasi terhadap lokasi
tersebut, ini merupakan Potensi Konflik yang
perlu ditindak lanjuti oleh PT PNBG.

PT PNBG telah memiliki Draf Laporan Hasil
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT
PNBG mengacu pada Perdirien PHPL No.
P.5 Tahun 2016, akan tetapi masih kurang
lengkap.

4.4.3.

Adanya kelembagaan resolusi
konflik yang didukung oleh
para pihak

Sedang

PT PNBG telah memiliki Struktur Organisasi
Resolusi Konflik yang dituangkan dalam SK
Dirut PT PNBG No.08/lll/Adm/ 12c/2019
tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembentukan
dan Penyediaan Dana Resolusi Konflik
IUPHHK-HA PT PNBG.

Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan
tertinggi di tingkat base camp adalah
Manager Camp dibantu oleh 1 orang Kabag.
Sosial dan 3 orang Seksi, akan tetapi jabatan
tersebut masih dirangkap, sedang dalam
pendanaan resolusi konflik PT PNBG telah
menganggarkan sebesar Rp. 100 Juta per
tahun (sesuai lampiran SK tersebut).

4.4.4.

Ketersediaan dokumen proses
penyelesaian konflik yang
pernah terjadi

Sedang

PT PNBG memiliki sebagian dokumen terkait
proses penyelesaian konflik tertuang dalam
Draf laporan resolusi konflik yang mengacu
pada Perdirien PHPL No. P.5 Tahun 2016,
akan tetapi masih kurang lengkap dan PT
PNBG belum memiliki laporan terkait proses
resolusi konflik yang dibuat secara periodik
sesuai pasal 4 Perdirjen PHPL P.5 Tahun
2016 (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali).

Berdasarkan informasi dari Petugas Kelola
Sosial dan wawancara dengan wakil
masyarakat sekitar selama tahun 2018 tidak
terdapat konflik di Areal PT PNBG, dan
berdasarkan Laporan Pengamanan dan
Perlindungan Hutan terdapat Potensi Konflik
Pemanfaatan Lahan pada Batas Bagian
Selatan areal PT PNBG

Nilai Kematangan/Bobot Indikator

(18/24)x 100% = 75,00 %

Nilai Kinerja Indikator

SEDANG
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451.
Adanya hubungan industrial

Sedang

PT PNBG telah memiliki Peraturan
Perusahaan (PP) Periode 2017 — 2019 yang
telah disahkan oleh Instansi Terkait dengan
masa berlaku sampai 20 Juli 2019 sebagai
dasar  hubungan industrial dengan
karyawannya dan terdapat Surat Pernyataan
Kebebasan Berserikat bagi karyawan, serta
contoh slip gaji karyawan terendah masih
diatas UMK yang berlaku di Kab. Kutai
Timur.

Hasil wawancara dengan karyawan PT
PNBG diperoleh informasi bahwa sebagian
karyawan belum mengetahui dan
memahami isi dari Peraturan Perusahaan
tersebut karena belum mendapatkan
sosialisasi PP serta Perusahaan baru
merealisasikan sebagian besar klausul yang
terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP).

45.2.

Adanya rencana dan realisasi
pengembangan kompetensi
tenaga kerja

Sedang

PT PNBG memiliki mekanisme terkait
Pelatihan  karyawan tertuang dalam
Peraturan Perusahaan Periode 2017 — 2019
(Pasal 29) dan Realisasi Peningkatan
Kompetensi PT PNBG pada tahun 2018
mencapai 81,82 %.

Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL,
PT PNBG memiliki 7 orang GANIS PHPL
terdiri dari Kurpet =0, Canhut = 2, Nenhut
= 0, Binhut = 2 dan PKB-R = 3 (kartu SIM
masih  berlaku) dan masih terdapat
kekurangan berdasarkan ketentuan
Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 (Kurpet
kurang =1 orang dan Nenhut kurang = 2
orang).

4.53.

Dokumen standar jenjang karir
dan implementasinya

Sedang

PT PNBG memiliki sebagian dokumen
terkait Standar Jenjang karir yang tertuang
dalam Peraturan Perusahaan (PP), SO
Perencanaan Tenaga Kerja, SO Penilaian
Karyawan dan SPO Standar Jabatan dan
Jenjang Karir, namun baru sebagian
diimplementasikan dan pada periode 1
tahun terakhir (tahun 2018) tidak terdapat
Promosi Karyawan.

PT PNBG memiliki dokumen terkait Standar
Jenjang Karir namun baru sebagian
diimplementasikan.

454,
Adanya dokumen tunjangan

Sedang

Tunjangan kesejahteraan karyawan PT
PNBG tercantum dalam Peraturan
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kesejahteraan karyawan dan
implementasinya.

Perusahaaan tahun 2017 — 2019 pada Bab V
— VI (Pasal 25 - 34) dan implementasinya
antara lain pembayaran gaji lancar setiap
awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang
berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS
Ketenagakerjaan, akan tetapi terdapat
beberapa fasilitas kesejahteraan yang masih
kurang antara lain tidak tersedia Kilinik
Perusahaan, sarana ibadah, sarana olah
raga dan sarana hiburan (TV Umum).

Hasil wawancara dengan  beberapa
karyawan diperoleh informasi bahwa PT
PNBG memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan baru sebagian
yang diimplementasikan.

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16 /24) x 100% = 66,67 %

Nilai Kinerja Indikator SEDANG

HASIL PENILAIAN VLK HUTAN

PRINSIP 1.
Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
Kode Judul KESESUAIAN/KETIDAKSESUAIAN
1. 1.1.1.a | Dokumen legal terkait M - SKIUPHHK-HA PT Panmbangan telah ditetapkan

perizinan usaha (SK
IUPHHK)

oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
Dokumen SK IUPHHK-HAPT Panambangan
Nomor : 411/Menhut-11/2004 tanggal 18 Oktober
2004 tentang Perpanjangan Izin  Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
kepada PT Panambangan atas Areal Hutan
Produksi seluas + 43.240 Ha (Empat Puluh Tiga
Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar yang
Terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur. Dokumen SK IUPHHK-HA PT
Panambangan ditandatangani di Jakarta oleh
Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa. Salinan
sesuai dengan aslinya, ditandatangani oleh Kepala
Biro hokum dan Organisasi; SUYONO, NIP.080
035 380. Terdapat tanda tangan dan cap stempel
basah Kementerian Kehutanan tertanggal 18
Oktober 2004. Terdapat Lampiran Keputusan
Menteri Kehutanan berupa ketentuan mengenai
pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT
Panambangan .
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Terdapat lampiran Peta Areal Kerja PT
Panambangan yang merupakan Lampiran dari SK
IUPHHK-HA Nomor : 411/Menhut-I1l/2004 tanggal
18 Oktober 2004. Peta lampiran berjudul “Peta
Areal Kerja ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Alam PT Panambangan di
Provinsi Kalimantan Timur Luas = 43.240 Ha Skala
1 :100.000, yang diterbitkan di Jakarta tanggal 18
Oktober 2004. Lembar peta areal kerja
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan
MUHAMMAD PRAKOSA. dan dibubuhi dengan
cap stempel basah Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia;

Terdapat dokumen pendukung berupa :

Akta Pendirian Perseroan (perusahaan PT
Panambangan ) Akta pendirian Nomor 09 tanggal
16 Djanuari 1970 oleh Notaris R. MOELJATMO
yang berkedudukan di Surakarta, Djl. Irian 20 —
Telpon 4720; Akta Notaris ini sudah mendapatkan
pengesahan dari Direktur Direktorat Perdata, u.b.
Kepala Dinas badan Hukum, Ir. Subandijah
Subandi. Terdapat tanda tangan dan stempel
basah  Departemen  Kehakiman  Re[public
Indonesia

Akta Perubahan Terakhir No.9 tanggal 18 Januari
2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat. Akta
tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan HAM RI Direktorat Jenderal Adiminitrasi
Negara dengan No.AHU-AH.01.03-007322.
Terdapat Izin Lokasi yang diterbitkan Pemerintah
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS ketentuan pasal 32 ayat (2)
PP Nomo 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
Terdapat Izin Usaha (surat lzin Usaha
Perdagangan yang diterbitkan = Pemerintah
Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS ketentuan pasal 32 ayat (2)
PP Nomo 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
Terdapat copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor : 09.03.1.46.00145 tanggal 23 Oktober
2015 yang berlaku s/d 15 Nopember 2020
Terdapat copy Surat Keterangan Domisili
Perusahaan atas nama PT Panambangan Nomor :
10/27.1BU.1/31.74.03.1005/-071.562/e/2017
tanggal 12 Januari 2017 yang berlaku s/d 12
januari 2022

Terdapat copy kartu NPWP Nomor : 01.309.742.3-
014.000 atas nama PT Panambangan JI. Kapten
P. Tendean No0.39 Kel. Kuningan Barat, Kec.
Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan;

Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) No
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9120207472094 yang dikeluarkan Pemerintah RI
c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
ketentuan pasal 32 ayat (2) PP Nomo 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara elektronik ditetapkan tanggal
29 April 2019

1.1.1.b.

Bukti pemenuhan
kewajiban luran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu. (IUPHHK)

- PT Panambangan terbukti memiliki dokumen
Surat perintah Pembayaran atas luran Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP
IIUPHHK-HA) Perpanjangan Atas Areal seluas +
43.240 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.

- Dokumen SPP IIlUPHHK-HA diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Nomor:  S.988/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22
Nopember 2004. Berdasarkan SPP lIUPHHK-HA
tersebut diperintahkan kepada PT Panambangan ,
utnuk melakukan pembayaran [ITUPHHK-HA
sebesar Rp 1.621.500.000,-(Satu Milyar Enam
Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah).

- Terdapat Bukti setor IUPHHK-HA yang dilakukan
oleh PT Panambangan via Bank Mandiri kantor ke
rekening Bendaharawan Penerima Setoran
IIUPHHK secara bertahap denngan uraian sebagai
berikut :

1) Pembayaran pertama pada tgl. 8 Maret 2005
(pengesahan DepHut) Rp. 350.000.000,-

2) Pembayaran kedua pada tgl. 29 Nopember
2006 sebesar Rp. 875.000.000,-

3) Pembayaran ketiga pada tgl. 1 Desember 2006
sebesar Rp. 385.500.000,-

4) Pembayaran keempat pada tgl. 5 desember
2006 sebesar Rp. 11.000.000,-

Jumlah total Pembayaran terhadap SPP IIUPHHK-

HA PT Panambangan Nomor: S.988/VI-

BIKPHH/2004 tanggal 22 Nopember 2004 sebesar

Rp. 1.621.500.000,- (Lunas).

1.1.1.c.

Penggunaan kawasan
yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada)

N/A

Berdasarkan hasil telaah dokumen, wawancara dan
pengamatan lapangan diketahui bahwa di areal kerja
PT Panambangan tidak terdapat areal penggunaan
lain yang sah di luar sektor kehutanan.

PRINSIP 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.

VERIFIER

Kode

Judul

NILAI

URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN

21.1.a

Dokumen
RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/ RTT
beserta lampirannya yang

M

. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT
Panambangan jangka waktu sepuluh (10) tahun
periode tahun 2013 s/d 2022 yang telah disusun
berbasis pada hsil Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala (IHMB).
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telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :

» Dokumen

RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang
disusun berdasar-kan
IHMB/risalah hutan
dan dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber
Cruising dan/atau
Canhuit.

Dokumen RKT/RTT
yang disusun
berdasarkan
RKU/RPKH dan
disahkan oleh pejabat
yang berwenang atau
yang disahkan secara
self approval

Peta rencana penataan
areal kerja yang dibuat
oleh Ganis PHPL
Canhut.

Dokumen ini telah mendapatkan pengesahan dari
Menteri Kehutanan Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013 -
2022 atas nama PT Panambangan  Provinsi
Kalimantan Timur.

Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 :
50.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.
Surat Keputusan Persetujuan RKUPPHK-HA An. PT
Panambangan  tersebut ditanda tangani A.n.
Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ttd
Ir. M. Awriya Ibrahim, MSc/NIP. 19600106 198703 1
001 dan terdapat cap Kementerian Kehutanan; SK.
RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31
Desember 2022 Terdapat dokumen RKUPHHK-HA
PT Panambangan jangka waktu sepuluh (10)
tahun periode tahun 2013 s/d 2022 yang telah
disusun berbasis pada hsil Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB).

. Terdapat Surat Direktur UHP kepada Direktur

Utama PT Panambangan melalui surat nomor : S.
1276/UHP/RKUPHA/HPL-1/12/2016 tanggal 27
Desember 2016 tentang Perubahan Blok
RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB Periode 2013-2022 a.n. PT Panambangan,
Provinsi Kalimantan Timur

. Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT

Panambangan Tahun 2018 dan telah mendapat
persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor :
522.110.1/59/Kpts/RKT/DK-1I/2018  tanggal 28
Pebruary 2018 dan berlaku sampai dengan 31
Desember 2018. Dokumen Buku RKTUPHHK-HA
tahun 2017 dilengkapi dengan lampiran Peta Areal
Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dengan
distempel pada masing-masing rencana blok
tebangan.

. Dokumen RKTUPHHK-HA PT Panambangan Tahun

2018 disertakan lampiran peta dengan judul “Peta
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan
Produksi Tahun 2018 PT Panambangan” Luas *
43.240 Ha Skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh
Nunuk Wisnuardi, Ganis PHPL-Canhut Noreg.
00792-13/CANHUT/XX/2012, diiperiksa oleh M. Aini
Effendi selaku Kepala Kantor, diketahui oleh
Direktur Utama PT Panambangan; Drs. Praptono
H. Tjitrohupojo. Penegsahan dilakukan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H.
Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP. 19610224 198901
1 002. Terdapat tanda tangan dan cap stempel
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basah.

. Terdapat Dokumen RKTUPHHK-HA atas nama PT

Panambangan Tahun 2019 dan telah mendapat
persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur sesuai dengan SK Nomor :
522.110.1/43/Kpts/RKT/DK-11/2019  tanggal 25
Pebruary 2019 dan berlaku sampai dengan 31
Desember 201. Dokumen Buku RKTUPHHK-HA
tahun 2017 dile9gkapi dengan lampiran Peta Areal
Kerja skala 1 : 50.000 yang telah disahkan dengan
distempel pada masing-masing rencana Dblok
tebangan.

. Dokumen RKTUPHHK-HA PT Panambangan Tahun

2019 disertakan lampiran peta dengan judul “Peta
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan
Produksi Tahun 2019 PT Panambangan” Luas *
43.240 Ha Skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh Ir.
Firmansyah, Ganis PHPL-Canhut Noreg. 00757-
11/CANHUT/XX/2012, diiperiksa oleh M. Aini
Effendi selaku Kepala Kantor, diketahui oleh
Direktur Utama PT Panambangan; Ir. Nunuk
Wisnuardi. Penegsahan dilakukan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H.
Amrullah, Pembina Utama Madya. NIP.
196112141987031010 Terdapat tanda tangan dan
cap stempel basah

. Terdapat SOP PAK No.Prod-01/PNB/2019 revisi (2)

tanggal 10 Maret 2019

. Terdapat 2 (dua) orang tenaga Ganis PHPL-

CANHUT yang telah dimiliki oleh [IUPHHK-HA PT

Panambangan dengan uraian sebagai berikut :

a. Ir. Firmansyah, sebagai Ganis PHPL-CANHUT.
Penetapan sebagai Ganis dari Dirjen PHPL ,
berdasar ketetapan Kepala BP2HP Wilayah XIlI
Samarinda No. SK. 392/BPHP XI-3/2018
dengan Nomor Register Ganis No0.00757-
11/CANHUT/XX/2012 yang berlaku mulai
tanggal 12 Juli 2018 s/d tgl. 11 Juli 2021;

b. Ir. Nunuk Wisnuardi, sebagai Ganis PHPL-
CANHUT. Penetapan sebagai Ganis dari Dirjen
PHPL, berdasar ketetapan Kepala BP2HP
Wilayah XlII Samarinda No. SK. 391/BP2HP.XI-
3/2018 dengan Nomor Register Ganis
No0.00792-11/CANHUT/XX/2012 yang berlaku
mulai tanggal 23 Juli 2018 s/d tgl. 22 Juli
2021.

Trustindo Certification
2.1.1.b. | Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di
lapangan

. PT Panamabangan mempunyai SOP Kawasan

Lindung No 26/SOP/BH revisi 01 tanggal 10 Maret
2019.

. Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT

Panambangan memiliki Peta RKTUPHHK-HA
tahun 2018 dan tahun 2019 yang memuat areal-
areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut
tergambar dengan jelas pada peta yaitu berupa :
1. KPPN (Kawasan Pelestraian Plasma Nutfah)
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Kebun Bibit

Petak ukur Permanen
BZ Hutan Lindung

. Sempadan Sungai

Pon

[&)]

. Implementasi dilapangan terdapat bukti

penandaan batas blok dan petak RKT 2018 dan
2019 dan kawasan lindung dilapanagan berupa
sempadan sungai

21.1.c.

Penandaan lokasi blok
tebangan/ blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan

3.

. Dokumen RKTUPHHK-HA PT Panambangan Tahun

2018 disertakan lampiran peta dengan judul “Peta
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan
Produksi Tahun 2018 PT Panambangan” Luas =+
43.240 Ha Skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh
Nunuk Wisnuardi, Ganis PHPL-Canhut Noreg.
00792-13/CANHUT/XX/2012, diiperiksa oleh M. Aini
Effendi selaku Kepala Kantor, diketahui oleh
Direktur Utama PT Panambangan; Drs. Praptono
H. Tjitrohupojo. Penegsahan dilakukan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H.
Wahyu Widhi Heranata, MP. NIP. 19610224 198901
1 002. Terdapat tanda tangan dan cap stempel
basah.

. Dokumen RKTUPHHK-HA PT Panambangan Tahun

2019 disertakan lampiran peta dengan judul “Peta
Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan
Produksi Tahun 2019 PT Panambangan” Luas =+
43.240 Ha Skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh Ir.
Firmansyah, Ganis PHPL-Canhut Noreg. 00757-
11/CANHUT/XX/2012, diiperiksa oleh M. Aini
Effendi selaku Kepala Kantor, diketahui oleh
Direktur Utama PT Panambangan; Ir. Nunuk
Wisnuardi. Penegsahan dilakukan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Ir. H.
Amrullah, Pembina Utama Madya. NIP.
196112141987031010 Terdapat tanda tangan dan
cap stempel basah.

Uji petik lapangan :

Pemeriksaan lapangan terhadap Batas Blok dan
Petak kerja diverifikasi tanda batas blok dan petak
seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan, berikut
kondisi tanda batas dilapangan :

Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA berupa Plang
RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 dapat
diverifikasi terlihat jelas di lapangan.

Tanda Batas Blok RKTUPHHK-HA berupa Patok
Batas RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019
dapat diverifikasi terlihat jelas di lapangan.

Tanda Batas Batas Petak berupa plang Petak
P33 (RKT 2019) dan P10 (RKT 2014) dapat
diverifikasi terlihat jelas di lapangan.

Tanda Batas Batas Petak berupa Patok , dan
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plang Petak P10, P9 (RKT 2014) dan
P33,P34 (RKT 2019) dapat diverifikasi terlihat
jelas di lapangan.

e Terdapat tanda batas Sempadan sungai Pasir
putih dan Sungai guntur.

2.2.1.a.

Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan
HasilHutan Kayu
(RKUPHHK) (bisa dalam
proses) dengan lampiran-
lampirannya

1.  Terdapat

dokumen RKUPHHK-HA PT
Panambangan jangka waktu sepuluh (10) tahun
periode tahun 2013 s/d 2022 yang telah disusun
berbasis pada hsil Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen ini telah
mendapatkan  pengesahan dari  Menteri
Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan SK.93/BUHA-
2/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang
Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada
Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2013
- 2022 atas nama PT PANAMBANGAN Provinsi
Kalimantan Timur.

2. Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1

50.000 sebagai lampiran yang tidak
terpisahkan. Surat Keputusan Persetujuan
RKUPPHK-HA An. PT Panambangan tersebut
ditanda tangani A.n. Menteri Kehutanan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur
Bina Usaha Hutan Alam ttd Ir. M. Awriya Ibrahim,
MSc/NIP. 19600106 198703 1 001 dan terdapat
cap Kementerian Kehutanan; SK. RKUPHHK-HA
tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember
2022

2.2.1.b.

Kesesuaian lokasi dan
volume pemanfaatan kayu
hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang
diizinkan untuk
pembangunan hutan
tanaman industri

N/A

Bahwa berdasarkan SK Menhut Nomor.
SK.411/Menhut-11/2004 tgl. 24 Oktober 2004, PT
Panambangan merupakan pemegang IUPHHK dalam
hutan alam dan tidak melakukan kegiatan penyiapan
lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry.

PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.

VERIFIER

Kode

Judul

NILAI

URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN

3.1.1.

Dokumen LHP yang telah
disahkan oleh pejabat
yang berwenang

M

1. Petugas yang sah yang telah mendapatkan
penetapan dari Direktur PT Panambangan
No.02/KPTS/PNB/SK/Il/2019 atas nama M.
Iskandarsyah, Ganis PKB-R dengan Nomor
Register : 00758-13/PKB-R/XX/2012 masa berlaku
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s/d 31 Desember 2019.Surat
No0.02/KPTS/PNB/SK/II/2019 ditetapkan pada 26
Februari 2019 s/d 31 desember 2019

2. Selama periode penilikan 1 (Mei 2018 — Mei 2019)
PT Panambangan telah menerbitkan 20 LHP, 3
LHP diantaranya berasal dari kegiatan PWH dan 4
LHP nihil. Jumlah seluruh kayu bulat yang di LHP
kan pada periode tersebut yaitu 3.004 batang
setara dengan volume 14.131,30 m3.

3. Uji petik kesesuaian fisik dan dokumen tidak dapat
dilakukan karena stok TPK hutan km 80 tidak ada
stok, TPK Antara Km 0 tidak ada stok dan TPK
antara Kelolokan tidak ada stok. Berdasarkan Uji
petik yang dilakukan untuk kegiatan stok opname
yang dildaksanakan pada tanggal 31 Desember
2018 terhadap 100 batang kayu di Log Pond :

- Perbedaan jumlah batang : 0 Batang
- Perbedaan jenis : 0 Batang
- Perbedaan Voume : 1,91%

3. Uji petik tunggak dilakukan dengan mengambil No
pohon pada tunggak yang kemudian ditelusur
secara dokumen LHP dan SKSHHK, hal ini
disebabkan sudah tidak stok kayu baik pada TPK
Hutan maupun Log Pond. Dan No pohon dapat
tertelusur sampai dengan dokumen SKSHHK.

3.1.2.

Surat keterangan sahnya
hasil hutan dan
lampirannya dari :

a) TPK hutan ke TPK
Antara,

b) TPK hutan ke industri
primer dan/atau
penampung kayu
terdaftar,

c) TPK Antara ke industri
primer hasil hutan
dan/atau penampung
kayu terdaftar

Terdapat SK Penerbit SKSHHK

1. Terdapat SK Penerbit SKSHHK dengan Keputusan
Direktur Utama PT Panambangan dengan Nomor :
01/KPTS/PNB/SK/I/2017 tentang Pengangkatan
Penerbit SKSHHK. Mengangkat M.Aini Effendi
dengan jabatan sebagai penerbit SKSHKK dengan
No Reg 01346-13/PKB-R/XX/2013, dengan masa
berlaku s/d 19 Oktober 2019. Lokasi penerbitan
TPK Hutan, TPK Antara | km 62, TPK Antara |l
km.38, TPK Antara km 0.

2. Terdapat SK Penerbit SKSHHK dengan Keputusan
Direktur Utama PT Panambangan dengan Nomor :
05/KPTS/PNB/SK/I/2017 tentang Pengangkatan
Penerbit SKSHHK. Mengangkat Joko Wiyono,SE
dengan jabatan sebagai penerbit SKSHKK dengan
No Reg 01347-13/PKB-R/XX/2013, dengan masa
berlaku s/d 10 Oktober 2019. Lokasi penerbitan
TPK Antara km 0 dan LP kelolokan.

3. Terdapat SK Petugas Pemeriksa Kayu Bulat dengan
Keputusan Direktur Utama PT Panambangan
dengan Nomor : 04/KPTS/PNB/SK/I/2017 tentang
Pengangkatan Petugas Pemerksa Penerima Kayu
Bulat (P3KB). Mengangkat Joko Wiyono,SE
dengan jabatan sebagai Penetapan Pejabat
Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB)
dengan No Reg 01347-13/PKB-R/XX/2013, dengan
masa berlaku s/d 10 Oktober 2019. Lokasi
penerbitan TPK Antara PT Panambangan.

SK TPn/TPK Hutan dan TPK Antara

1. PT Panambangan mempunyai SK No

016/KPTS/PNB/I1/2019 tentang Penetapan dan
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Penggunaan Tempat Pengumpulan Sementara
(TPn) dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
Hutan Pada IUPHHK-HA PT Panambangan RKT
Tahun 2019.

2. PT Penambangan mempunyai SK Nomor
018/KPTS/PNB/II/2019 tentang Penetapan dan
Penggunaan Tempat Penimbunan Kayu (TPK
Antara) km 0 dan TPK Antara Kelolokan Pada
IUPHHK-HA PT Panambangan RKT 2019.

3. PT Panambangan Mempunyai SK Nomor
039/PNB/PH-2/XV/2019 tanggal 4 Maret 2019.
Terdapat penerbitan SKSHHK pada masing-masing

simpul sebagai berikut :

- SKSHHK TPK Hutan km 80 : Terdapat 333 set
Dokumen SKSHHK untuk 3.224 batang dengan
volume 16.134,64 M3.

- SKSHHK km 0 menuju industri : Terdapat 5 set
Dokumen SKSHHK untuk 852 batang dengan
volume 5.490,21 M3 (Mei Des 2018) dan untuk
Bulan januari 2019 dengan jumlah 365 btg dan
1.833,02 M3 .

- SKSHHK Km 0 menuju TPK antara Kelolokan :
Terdapat 10 set Dokumen SKSHHK untuk 2.253
batang dengan volume 10.703,55 M3

- SKSHHK dari TPK antara kelolokan menuju Industri :
Terdapat 7 set Dokumen SKSHHK untuk 2.942
batang dengan volume 14.472,67 M3.

3.1.3.a.

Tanda-tanda PUHH/
barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA/
IUPHHK-RE/ Pemegang
Hak Pengelolaan bisa
dilacak balak

- Terdapat SOP terkait TUK yaitu SOP No. Prod-
09/PNB/2019 tanggal 10 Maret 2019

- Terdapat tanda label yang menempel pada
tunggak pohon sebagai identitas kayu yang telah
ditebang

- Pada saat kegiatan verifikasi tidak terdapat stok
kayu bulat baik di TPK Hutan km 80, TPK Antara
Km 0, dan TPK Antara Kelolokan sehingga tidak
dapat melihat tanda tanda PUHH /barcode pada
kayu.

- Beradasarkan hasil wawancara tanda-tanda PUHH
/barcode masih seperti tanda tanda pada saat
sertfikasi tahun yang lalu. identitas berupa label
warna putih terbuat dari plastik ecolin yang
dipasang di bagian bontos dan dibubuhi label
barcode warna kuning yang berisi identitas nomor
kayu yang sudah diidentifikasi sesuai dengan data
ukur yang diapload ke sistem SIPUHH Online.

- Uji Lacak tunggak dilakukan dengan mengambil
No pada tunggak pohon yang kemudian ditelusur
dengan dokumen untuk mengetahui ketelusuran
kayu tersebut. Uji petik dilakukan terhadap 3
nomor kayu pada tunggak dengan ketelusuran
sebagai berikut : No tunggak /No pohon 376
tertelusur sampai dokumen SKSHHK menuju
industri dengan No KB.B.4379568, No tunggak
/No pohon 563 tertelusur sampai ke dokumen
SKSHHK ke industri dengan No KB.B.4274311, No
tunggak/No pohon 238 tertelusur sampai ke
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dokumen SKSHHK menuju indutri dengan No.
KB.B.4068658
4 3.1.3.b. | Identitas kayu diterapkan - Terdapat SOP terkait TUK yaitu SOP No. Prod-

secara konsisten oleh
pemegang izin.

09/PNB/2019 tanggal 10 Maret 2019

- Bahwa PT Panambangan telah menerapkan
penatausahaan kayunya dengan menggunakan
sistem SIPUHH Online.

- Pada sistem SIPUHH Online kayu yang diproduksi
pada IUPHHK-HA, dicatat dalam buku ukur untuk
penerbitan LHP vyang dijadikan dasar untuk
penerbitan dokumen SKSHHK dan penerbitan
kode billing pada SI PNBP SIMPONI. Produksi
kayu tercatat dengan baik dan dapat dilakukan
penelusuran asal-usul kayu dari dokumen SKSHK
penjualan industri sampai ke tunggul asal kayu di
petak tebangan

- Berdasarkan hasil wawancara bahwa pada setiap
batang kayu vyang diproduksi oleh PT
Panambangan ditumpuk di TPn dan TPK Hutan
pada masing-masing petak tebangan dan
dibubuhi label barcode warna kuning yang berisi
identitas nomor kayu yang sudah diidentifikasi
sesuai dengan data ukur yang diupload ke sistem
SIPUHH Online. Selanjutnya pada saat akan
diangkut sopir truk yang datang diberikan Surat
Angkutan berupa dokumen SKSHHK.

- Penerbitan dokumen SKSHHK tetap dilakukan
untuk setiap simpul pengangkutan kayu yang
dilakukan. Dalam hal ini PT Panambangan
menerbutkan dokumen SKSHHK di lokasi TPK
Hutan, TPK Antara Km.0 Logpond Karangan serta
TPK Antara Kelolokan.

- Berdasarkan hasil uji lacak dokumen terhadap 10
No barcode dari SKSHHK menuju industri dapat
tertelusur sampai dengan ke petak tebang.

Arsip SKSKB dan dilampiri
Daftar Hasil Hutan (DHH)
untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman

SK Penerbit SKSHHK :

1. Terdapat SK Penerbit SKSHHK dengan Keputusan
Direktur Utama PT Panambangan dengan Nomor :
01/KPTS/PNB/SK/I/2017 tentang Pengangkatan
Penerbit SKSHHK. Mengangkat M.Aini Effendi
dengan jabatan sebagai penerbit SKSHKK dengan
No Reg 01346-13/PKB-R/XX/2013, dengan masa
berlaku s/d 19 Oktober 2019. Lokasi penerbitan
TPK Hutan, TPK Antara | km 62, TPK Antara Il
km.38, TPK Antara km 0.

2.Terdapat SK Penerbit SKSHHK dengan Keputusan
Direktur Utama PT Panambangan dengan Nomor :
05/KPTS/PNB/SK/I/2017 tentang Pengangkatan
Penerbit SKSHHK. Mengangkat Joko Wiyono,SE
dengan jabatan sebagai penerbit SKSHKK dengan
No Reg 01347-13/PKB-R/XX/2013, dengan masa
berlaku s/d 10 Oktober 2019. Lokasi penerbitan

TPK Antara km 0 dan LP kelolokan.

3. Terdapat SK Petugas Pemeriksa Kayu Bulat dengan
Keputusan Direktur Utama PT Panambangan
dengan Nomor : 04/KPTS/PNB/SK/I/2017 tentang
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Pengangkatan Petugas Pemerksa Penerima Kayu
Bulat (P3KB). Mengangkat Joko Wiyono,SE
dengan jabatan sebagai Penetapan Pejabat
Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB)
dengan No Reg 01347-13/PKB-R/XX/2013, dengan
masa berlaku s/d 10 Oktober 2019. Lokasi
penerbitan TPK Antara PT Panambangan

Terdapat penerbitan SKSHHK pada masing-masing

simpul sebagai berikut :

- SKSHHK TPK Hutan km 80 : Terdapat 333 set
Dokumen SKSHHK untuk 3.224 batang dengan
volume 16.134,64 M3.

- SKSHHK km 0 menuju industri : Terdapat 5 set
Dokumen SKSHHK untuk 852 batang dengan
volume 5.490,21 M3 (Mei Des 2018) dan untuk
Bulan januari 2019 dengan jumlah 365 btg dan
1.833,02 M3 .

- SKSHHK Km 0 menuju TPK antara Kelolokan :
Terdapat 10 set Dokumen SKSHHK untuk 2.253
batang dengan volume 10.703,55 M3

- SKSHHK dari TPK antara kelolokan menuju Industri :
Terdapat 7 set Dokumen SKSHHK untuk 2.942
batang dengan volume 14.472,67 M3.

3.2.1.a.

Dokumen SPP (Surat
Perintah Pembayaran) DR
dan/ atau PSDH telah
diterbitkan

Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran atau
Kode Billing terhadap tagihan iuran PSDH dan DR
yang merupakan hasil print out dari sisten SIMPONI.

a. Selama periode penilikan 1 (Mei 2018 — Mei 2019)
PT Panambangan telah menerbitkan 20 LHP, 3
LHP diantaranya berasal dari kegiatan PWH dan 4
LHP nihil. Jumlah seluruh kayu bulat yang di LHP
kan pada periode tersebut yaitu 3.004 batang
setara dengan volume 14.131,30 m3.

b. Dari kayu bulat yang telah di LHP kan terdapat
SPP PSDH sebesar Rp 1.118.693.840 dan SPP DR
sebesar $ 230.403,33

3.2.1.b.

Bukti setor DR dan atau
PSDH

Atas SPP S| PNBP PSDH dan DR PT Panambangan
telah melakukan pembayaran sesuai kode Dbilling
melalui Bank Mandiri sebagai berikut :

- Pembayaran atas SPP PSDH Rp 1.118.693.840

- Pembayaran atas SPP DR US $ 230.403,33
Terdapat bukti pembayaran Slip Transfer Bank
mandiri serta terdapat bukti nomor NTPN (Nomor
Tanda Penerimaan Negara) yang merupakan kode
unik bukti pembayaran yang sah dari Negara (Sistem
PNBP).

3.2.1.c.

Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas hutan alam
(termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu
hutan tanaman

PT Panambangan telah melakukan pelunasan
pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan
dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang
tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif
yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.Berdasarkan
telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan
tersebut didasarkan atas:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/
8/2016

2. Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.68/Menhut-
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014
N/A | Berdasarkan Permendag Nomor 81 Tahun 2018
9. 8.3.1. Dokumen PKAPT tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang
PKAPT tgl 30 Juli 2018, sehingga ijin PKAPT tidak
diwajibkan lagi.
M Terdapat arsip dokumen Surat Persetujuan Berlayar
10. 3.3.2. Dokumlen Va”g ] yang menjadi Kapal pengangkut pada PT
menunjukkan identitas Panambangan terdiri 13 kali pengangkutan dari TPK
kapal Kelolokan dan dari km 0, keseluruhannya adalah kapal
berbendera Indonesia
: M PT Panambangan telah memenuhi criteria, indicator
1. 341, Tfanda V-Legal yan.g dan verifier sesuai dengan persyaratan Sertifikasi dan
dibubuhkan sesuai dinyatakan Iulus dalam Sertifikasi PHPL oleh LPPHPL
ketentuan. PT Trustindo Prima Karya sehingga berhak
menggunakan Tanda V Legal pada produk atau
dokumen. Pada periode penilkan 1 PT Panambangan
menggunakan Tanda V Legal pada dokumen SKSHHK
sesuai dengan ketentuan. Di bawah Tanda V Legal
terdapat tulisan 025SPHPL-009-IDN LPPHPL-019-IDN
PRINSIP 4.
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
Kode Judul KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
M 1. Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT
1. 4.1.1. Dokumen Panambangan telah mendapatkan pengesahan
AMDAL/DPPL/UKL- dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal

UPL/RKL-RPL

Departemen Kehutanan dengan Nomor
03/DJ.VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994.
Pengesahan berupa stempel nomor
pengesahan. Terdapat Surat Komisi Pusat
Amdal Departemen Kehutanan Nomor. 03/DJ-
VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994 Perihal
Persetujuan SEL HPH PT Panambangan di
Propinsi Kalimantan Timur. Surat ditanda
tangani oleh Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat
AMDAL Departemen Kehuatanan; Ir. Sutrisna
Wartaputra, NIP. 080.013.257. Terdapat tanda
tangan dan cap stempel basah Departeemnen
Kehutanan
Pada dokumen SEL ini disebutkan bahwa
prakiraan dampak yang mungkin timbul akibat
pengelolaan hutannya adalah meliputi Aspek
Fisik Kimia, Aspek Biologi, Sosial Ekonomi,
Budaya dan Kesehatan Masyarakat.

2. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) PT Panambangan yang telah
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disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha
berdasarkan SK Mentan No.
480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen tersebut
disusun oleh konsultan penyusun PT Binareka
Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito
Pacific, Lantai 6B JI. Letjen S. Parman Kav. 62-
63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur
Utama atas nama Ir. L. W.Max Meulenhoff.
Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) PT Panambangan telah mendapatkan
pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat
Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor :
246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember
1995. Pengesahan berupa stempel nomor
pengesahan beserta stempel basah
Departemen Kehutanan.

Terdapat dokumen Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) PT Panambangan yang telah
disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha
berdasarkan SK Mentan No.
480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen tersebut
disusun oleh konsultan penyusun PT Binareka
Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito
Pacific, Lantai 6B JI. Letjen S. Parman Kav. 62-
63 Jakarta Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur
Utama atas nama Ir. L. W.Max Meulenhoff.
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) PT Panambangan telah mendapatkan
pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat
Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor :
248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember
1995. Pengesahan berupa stempel nomor
pengesahan beserta stempel basah
Departemen Kehutanan.

41.2.a.

Dokumen RKL dan RPL

Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) PT Panambangan yang telah
disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha
berdasarkan SK Mentan No.
480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen tersebut disusun
oleh konsultan penyusun PT Binareka Alam
Lestari yang beralamat Wisma Barito Pacific,
Lantai 6B JI. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta
Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur Utama atas
nama Ir. L. W.Max Meulenhoff. Dokumen
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT
Panambangan telah mendapatkan pengesahan
dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal
Departemen Kehutanan dengan Nomor
246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995.
Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan
beserta stempel basah Departemen Kehutanan.
Terdapat dokumen Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) PT Panambangan yang telah
disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha
berdasarkan SK Mentan No.
480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen tersebut
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disusun oleh konsultan penyusun PT Binareka
Alam Lestari yang beralamat Wisma Barito
Pacific, Lantai 6B JI. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta Telp. 9021) 5306711 dengan Direktur
Utama atas nama Ir. L. W.Max Meulenhoff.
Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) PT Panambangan telah mendapatkan
pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat
Amdal Departemen Kehutanan dengan Nomor :
248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995.
Pengesahan berupa stempel nomor pengesahan
beserta stempel basah Departemen Kehutanan.

Dalam dokumen Rencana  Pengelolaan
Lingkungan (RKL) PT Panambangan disebutkan
Kawasan Lindung yang akan dikelola antara lain

» Areal Sempadan Sungai dan Mata Air
seluas 671 Ha

» Bufferzone Hutan Lindung seluas 720 Ha

» Koridor/Areal Perilindungan Satwa seluas
700 Ha.

4. Dalam dokumen RKL dan RPL PT Panambangan
disebutkan dalam matrik Rekapitulasi RKL antara
lain Komponen atau parameter yang dikelola
adalah:

Sempadan Sungai dan sekitar mata air

Bufferzone Hutan Lindung

Koridor/Perlindungan satwa

Areal Perlindungan plasma Nutfah.

Komponen Fisik Kimia : Tanah (Erosi,

Longsor)

Komponen Biologi : Vegetasi Hutan Alam,

Satwa Liar serta Sosial Ekonomi dan

Budaya.

VVVVY

A\

4.1.2.b.

Bukti pelaksanaan
pengelelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik-kimia,
biologi dan sosial

Terdapat dokumen Laporan Kegiatan Pengelolaaan
dan Pemantauan Lingkungan Semester | (Januari —
Juni 2018). Dokumen ditanda tangani oleh Manager
Camp (Ir. Firmansyah). Laporan disampaikan ke
Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan
Timur dengan Surat Nomor 0126/PNB/PH-2/XV/2018
tanggal 4 Juli 2018 dan diterima tanggal 4 Juli 2018,
Terdapat dokumen Laporan Kegiatan Pengelolaaan
dan Pemantauan Lingkungan Semester Il (Juli —
Desember 2018). Dokumen ditanda tangani oleh
Manager Camp (Ir Firmansyah). Laporan disampaikan
ke Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi
Kalimantan Timur dengan Surat Nomor 012/PNB/PH-
2/XV/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan diterima
tanggal 7 Januari 2019.

Kegiatan pengelolaanyang dilakukan antara lain :

A.  Kawasan Lindung dan Kawasan Lainnya.

Kegiatan pengelolaannya :

- Kawasan lindung setempat, buffer zone
hutan lindung dan kawasan lindung insitu
dikelola dengan penandaan batas dan
penyematan papan nama kawasan
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B.

- Patroli pengaman hutan untuk menjaga
keutuhan kawasan lindung

- Untuk areal KPPN, kegiatan pengelolaan
lebih dalam berupa identifikasi flora dan
faunanya kedalam jenis yang dilindungi,
jarang, terancam punah dan endemik

Kawasan lainnya selain kawasan lindung yang

terkena dampak yaitu :
- Areal PUP

Kegiatan pengelolaan PUP_antara lain

dilakukan dengan :

1) Pemasangan pal batas
Penandaan batas areal PUP dilakukan
dengan menyematkan cat warna merah
pada batang pohon setinggi dada.
Selian itu, jalur-jalur pengamatan juga
ditandai dengan patok-patok penanda
jalur.

2) Pembuatan dan pemasangan papan
nama dan peringatan
Pembuatan dan pemasangan papan
nama ditempatkan pada lokasi PUP
yang tujuannya untuk tanda identitas
lokasi kegiatan yang dimaksud.

3) Inventarisasi, penomoran pohon induk

(sumber biji)
Inventarisasi dan penomoran/pelabelan
pohon diameter lebih dari 10 cm
sekaligus pendataan diameter dan
tinggi batang dilakukan setiap tahun
dan telah dilakukan sebanyak 3 kali dan
telah diterbitkan laporan hasil
pengukuran untuk ketiga hasil
pengukuran tersebut.

4) Penyuluhan dan pelatihan konservasi
Penyuluhan kepada karyawan dilakukan
agar areal tersebut tidak terganggu dan
yang lebih spesifikasi lagi telah
dilakukan pelatihan kepada karyawan
bidang pembinaan hutan tentang
tatacara dan prosedur pengukuran PUP

5) Patroli secara berkala
Patroli dilakukan minimal 1 kali dalam
sebulan dengan menugaskan satpam
PH dibantu oleh karyawan pembinaan
hutan dengan dibekali mobil patroli,
surat perintah tugas dan form laporan
patroli pengamanan hutan

- Areal Kebun benih
- Kegiatan Pengelolaannya adalah

1). Pemasangan pal batas
Penandaan batas areal disematkan
pada batang pohon setinggi dada
dengan cat berwarna merah setinggi
dada. Jarak antar penanda kurang lebih
10m
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2).

Pembuatan dan pemasangan papan
nama dan peringatan

Pemancangan papan nama telah
dilakukan dengan informasi yang tertera
yaitu nama areal

Inventarisasi pohon induk (sumber
benih)
Inventariasi tegakan penyusun areal
telah dilakukan akan tetapi tidak disertai
pelabelan pohon induk

. Pembebasan pohon induk dari jenis

yang merugikan

Pada umumya gangguan yang kerap
terjadi pada pohon induk berupa lilitan
oleh tanaman liana. Kegiatan ini
dilakukan bersaan dengan kegiatan
patroli dan pengunuduhan benih dan
atau pencabutan anakan

. Penyuluhan dan pelatihan konservasi

Penyuluhan kepada karyawan dilakukan
agar areal tersebut tidak terganggu dan
yang lebih spesifikasi lagi kegiatan
penyuluhan kepada karyawan telah
dilakukan yaitu dengan menyebarkan
leaflet

. Patroli secara berkala

Patroli dilakukan minimal 1 kali dalam
sebulan dengan menugaskan satpam
PH dibantu oleh karyawan pembinaan
hutan dengan dibekali mobil patroli,
surat perintah tugas dan form laporan
patroli pengamanan hutan

Areal kosong dan tidak produktif

Areal ini biasanya disebabkan oleh dampak
pembukaan hutan, berupa bekas jalan
sarad, bekas TPn dan lainnya.

Kegiatan pengelolaanya adalah :

1). Inventarisasi areal tanah kosong

Inventarisasi areal tanah kosong
didasarkan pada data pembukaan lahan
pada masing-masing petak pada blok
tabangan

2). Penanaman (reboisasi)

Penanaman dilakukan ET + 2. Jenis-
jenis yang ditanam antara lain Meranti,
Bengkirai dll

. Penyuluhan konservasi

Penyuluhan telah dilakukan kepada
karyawan pembinaan hutan untuk
memberikan  pemahaman  dampak
keterbukaan lahan dan pemadatan
tanah sebagai akibat pemanenan hasil
hutan

. Patroli secara berkala

Dalam hal ini patroli dilakukan sebgai
upaya untuk mengamati gangguan
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hutan beruap lonsor dan gangguan
konrvatif lainnya
Hasil pengamatan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan dijumpai penandaan
sempadan sungai,
a. Sempadan Sungai Pasir putihpada koordinat N
01°01’ 18,8” E 117°20’ 49,9”
b. Sempadan Sungai Guntur pada koordinat N 01°
00’17,3” E117°19°10,3”

PRINSIP 5.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
Kode Judul KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
1. | 5.1.1.a. | Pedoman / Prosedur K3 M |- PT Panambangan telah memiliki SOP

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan No.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Nomor
Dokumen : Keling-20/PNB/19 Revisi : 0. Dokumen
disetujui oleh Ir. Nunuk W, diperiksa oleh Darnawi
serta dibuat oleh Ir. Firmansyah

- PT Panambangan telah menetapkan personil
yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3
melalui Surat Keputusan Direksi
No.10/V/Adm/12¢c/2019 tanggal 2 Mei 2019
tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3)PT Panambangan. Surat Keputusan ditanda
tangani oleh Direktur Utama PT Panambangan;
Ir.Nunuk Wisnuardi.

- Selengkapnya Susunan Daftar Personil P2K3 PT
Panambangan adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Joko Wiyono, SE
b. Wakil Ketua : M.Iskandarsyah
c. Sekretaris : M. Supriyono
d. Seksi patroli . Petrus Padak
e. Seksi Keselamatan Kerja  : |.Budianto
f. Seksi Kesehatan Kerja : Mika Tangke P
g. Seksi Peralatan : Ayub Alex

o 5.1.1.b. | Ketersediaan peralatan K3 M - Terdapat daftar peralatan K3 PT Panambangan

seperti APAR, APD, Kotak P3K, dll.

- Terdapat daftar peralatan pemadaman kebakaran
hutan.

- Stok untuk helm sebanyak 8 pcs, sarung tangan 6
lusin, sepatu boat 15 psg, baju rompi 7 pcs,
masker 29 pcs, kacamata las 12 pcs, jas hujan 3
pcs, APAR 3 pcs, Kotak P3K 2 pcs, senter
Emergence 2 pcs, Senter LED 2 pcs dan beberapa
obat-obatan.

- PT Panambangan telah memiliki peralatan K3
yang masih dapat digunakan dan dalam kondisi
baik.
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3. | 51.1.c

Catatan kecelakaan kerja

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi mendapatkan

PT Panambangan telah membuat atau memiliki
Catatan Kecelakaan Kerja berupa Laporan Catatan
Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan.
Selama periode audit, bulan Mei 2018 sampai
dengan bulan Mei 2019 tidak terdapat kejadian
kecelakaan Kerja yang terjadi atau kecelakaan
kerja NIHIL. Laporan kecelakaan kerja dibuat oleh
Ketua K3; Joko Wiyono dan diketahui oleh Camp
manager; Ir. Firmansyah.

- Adapun upaya dalam menekan terjadinya

kecelakaan kerja  diantaranya  melakukan
pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan
utama, pemberian APD dan himbauan untuk
memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan,
dan menerapkan sistem komunikasi pada setiap
kendaraan bergerak untuk saling berkomunikasi
dan memberitahukan posisinya di perjalanan

PT Panambangan tidak mempunyai serikat pekerja

4. 5.2.1. Serl.l.(at pekerja atau tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang
kebijakan perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau
auditee) yang terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.Terdapat Surat

Keputusan Direktur Utama PT Panambangan Nomor:
membolehkan untuk 12/V/Adm/12¢/2019 tertanggal 2 Mei 2019 tentang
membentuk atau terlibat Pembentukan Serikat Pekerja PT Panambangan.
dalam kegiatan serikat Surat Keputusan ditandatangani oleh Ir Nunuk
pekerja. Wisnuardi selaku Direktur Utama PT Panambangan

. PT Panambangan telah memiliki dokumen Peraturan

5. 522 Ketersediaan Dokumen Perusahaan (PP) dibuat dan ditanda tangani oleh
KKB atau PP Pimpinan Perusahaan PT Panambangan, Drs.

Praptono H. Tijitrohupojo selaku Direktur Utama.

Dokumen PP ditanda tangani dan dibubuhi cap

stempel perusahaan dan telah disahkan berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1514

Tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pengesahan

Peraturan Perusahaan PT Panambangan

6. 5.0.3. Pekerja yang masih di Terdapat daftar karyawan PT Panambangan Jumlah

bawah umur

karyawan pada bulan Mei 2019 sebanyak 88 orang.
Karyawan termuda yaitu Anselmus Kia Dore lahir di
Samarinda pada 6 November 2000, saat ini berumur
18 tahun 6 bulan. Terdaftar pertama kali masuk kerja
pada 1 Januari 2019.
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NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT PANAMBANGAN

No. | indkaior | M(SLAERIS | NS SoR Nilai P_;imm?mimal
1 1.1 Sedang 2 3
2. 1.2 Sedang 2 3
3. 1.3 Sedang 2 3
4. 1.4 Sedang 2 3
5. 1.5 Baik 3 3
6. 2.1 Baik 3 3
7 22 Sedang 2 3
8. 2.3 Baik 3 3
9. 2.4 Sedang 2 3
10. 25 Baik 3 3
11. 2.6 Sedang 2 3
12. 3.1 Sedang 2 3
13. 3.2 Sedang 2 3
14. 3.3 Sedang 2 3
15. 34 Sedang 2 3
16. 35 Sedang 2 3
17, 3.6 Sedang 2 3
18. 4.1 Baik 3 3
19. 4.2 Sedang 2 3
20. 4.3 Sedang 2 3
21. 4.4 Sedang 2 3
22, 4.5 Sedang 2 3
JUMLAH 49 66

‘SEDANG _

NILAI KINERJA AKHIR 7424% ta”?g;ggfﬁ;ﬁ?%i‘:ﬁﬁg‘g"a“
@, MEMENUHI standar VLK

marinda, 12 Juli 2019
FPHPL_PT Trustindo Prima Karya

Trustinge®rfification

Ir. Kurnia, IPU -
Direktur
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